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ABSTRAK

BPJS:badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan sosial. Fenomena yang menarik adanya respon beberapa organisasi besar
Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS Kesehatan tersebut, yaitu
diantaranya Menurut keputusan Muktamar NU ke-33 pada tanggal 4 Agustus 2015
tentang hukum BPJS kesehatan bahwa BPJS sesuai dengan syariat Islam dan
masuk dalam aqad ta’awun. Dan adapun menurut keputusan ijtima™ Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia VV MUI pada tanggal 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa
hukum BPJS Kesehatan terutama yang terkait dengan akad tidak sesuai dengan
prinsip syariah mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Berdasarkan latar
belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana Fatwa Nahdlatul Ulama
dan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dan
bagaimana perbandingan metode istinbat dan dasar hukum NU dan MUI dalam
menghukumi BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian
kepustakaan bersifat kualitatif deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan
masalah, mengumpulkan, menyusun dan menyeleksi data lalu, data-data yang
terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan analisis yang dilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI dalam menetapkan hukum BPJS
Kesehatan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah Cikura Tega
IJawa Tengah 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan
adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar,
maisir dan riba. Sedangkan Fatwa LBM-NU dalam menetapkan hukum BPJS
Kesehatan adalah melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah
Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun
keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus
2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS
sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam aqad ta’awun. Sedangkan
Perbandingan metode istinbat dan dasar hukum Nahdlatul Ulama dan Majelis
Ulama Indonesia dalam menghukumi BPJS Kesehatan. Persamaannya BPJS
Kesehatan yaitu dalil al-Qur’an (QS. Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong),
serta persamaan persepsi mengenai konsep ta’awun yang ada pada BPJS
Kesehatan, sedangkan perbedaan dari dua keputusan tersebut yaitu pada rujukan
hadits (LBM-NU rujukannya hadits tentang tolong menolong sedangkan DSN-
MUI rujukan haditsnya tentang pengharaman Riba), metode istinbat hukum yang
digunakan (LBM-NU menggunakan metode Qauly, Ilhagi, dan Manhaji sedangkan
DSN-MUI menggunakan metode yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, Al-
Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas, isithsan).

Kata Kunci : Akad, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, BPJS Kesehatan
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada
Keputusan Bersama Menteri Agama Rl dan Menteri Pendidikan
Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.
1. Konsonan

Penulisan
Huruf Nama -
Huruf Kapital = Huruf Kecil
\ Alif Tidak dilambangkan
<@ Ba B B
o Ta T T
< Tsa Ts Ts
z Jim J J
z Ha H h
¢ Kha Kh Kh
2 Dal D D
3 Dzal Dz Dz
J Ra R R
J Zai Z Z
o Sin S S
B Syin Sy Sy
U Shad Sh Sh
o= Dhad DI DI
L Tha Th Th
BE Zha Zh Zh
¢ ‘Ain ¢ ‘
¢ Ghain Gh Gh
- Fa F E
S Qaf Q Q
4 Kaf K K
d Lam L L
- Mim M M
o Nun N N
g) Waw W W
2 Ha H H




s

Hamzah

@

Ya

Y

Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa arab
terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap

(diftong).
a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.
Contoh:
Tanda Nama Latin Contoh
\ Fathah A B9
| Kasrah I &e
\ Dhammah u 3]

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan antara
harakat dan huruf. Contoh:

Tanda Nama Latin Contoh
- Fathah dan ya Ai S
¥ Fathah dan waw Au J%
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan
simbol (tanda). Contoh:

Tand Nama Latin Contoh Ditulis
a
/W | Fathah dan alif A/a e Mata/Ram
&= | atau fathah =y a
dan alif yang
menggunakan
huruf ya
« | Kasrahdanya 1n (s Qila
5% | Dhammahdan | U/ Esh Yamitu
waw

4. Ta’ Marbuthah
Transliterasi untuk Ta’ Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:
a.Ta’ Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasroh dan

dhammah, maka transliterasinya adalah ¢.
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b. Ta' Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun,
maka transliterasinya adalah h.

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al

serta bacaan kedua tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu

ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Juby) day) = Raudlatul athfal
8550l Al = al-Madinah al-munawwarah
i WAL = Al-Madrasah ad-Diniyah

Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan
penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

&, = Rabbana i = Al-Birr

d% = Nazzala =i = Al-Hajj

6. Kata Sandang al
a. Diikuti oleh Hurufas-Syamsiah, maka
ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf
[1] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
mengikutinya. Contoh:

o= As-Sayyi#du = At-Tawwabu
QA = Ar-Rajilli = As-Syams

b. Diikuti oleh Hurufal-Qamariyah, maka
ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan
bunyinya.

Contoh:

el = Al-Jalal ol

sl = Al-Kitah 3liz)

Al-Badi’ii
Al-Qamaru
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Catatan; Kata sandang ditulis secara terpisah dari
kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (),
baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-
Qamariyah.
Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal
ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah
tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa
alif.

Contoh:
o3dl = Ta &l = Umirtu
2133 = As woli = Fa'tibiha

Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya
ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada
harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka
transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata

setelahnya.
Contoh:

Arab Semestinya Cara Transliterasi

J& 135 | Wa aufiz al-kaila Wa auful-kaila

o8 e &5 [ Wa lillahi “ald al-nas | Wa lillahi ‘alannds
4 ()% | Yadrusu f7 al- Yadrusu fil-
454 | madrasah madrasah

Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku
dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital
ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama
tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului



kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital
adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Kedudukan Arab Tranliterasi
Awal kalimat Ge (a | Man ‘arafa nafsahu
Ah
Nama diri Y 3as ks | Wa magMuhammadun
055 | illa rasil
Nama tempat Al &e | Minal-Madinaril-
)54 | Munawwarah
Nama bulan e & | 11 syahri Ramadana
Olaa))
Nama diri didahului | =80 Cad | Zahaba as-Syafi 7
al
Nama tempat O &85 | Raja’a min al-Makkah
didahului al &

10. Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila
kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf

kapital.
Contoh:
A5 = Wallahu & 3 Fillahi
&G = Minallahi & = Lillahi
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BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pelayanan kesehatan dalam Islam dibangun atas
paradigma, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan
pokok publik, pelayanan kesehatan menjadi hak setiap
individu rakyat sesuai kebutuhan layanan kesehatan yang
diperlukan tanpa memandang tingkat ekonomi dan status
sosialnya siapapun dia, miskin-kaya, rakyat-penguasa,
muslim dan non muslim.* Hak tingkat hidup yang
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan
keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui
oleh segenap bangsa-bangsa dunia, termasuk di
Indonesia.?

Pada setiap masyarakat ada sebuah hukum
universal bahwa keadialan merupakan sifat yang harus
melekat pada setiap pemeintahan jika ingin kekuasaanya
terus Dberlanjut. Setiap pemerintahan akan selalu
mendapatkan tuntutan untuk mampu menjadi representasi
kepentingan segenap rakyatnya. Oleh karena itu, setiap
pemerintahan harus mampu menerapkan sistem
pengaturan masyarakat yang menganut prinsip
keadilan.

LJucky Nirwan, Penerapan Kebijakan Sistem Dan Akad Pada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif
Ekonomi Islam Cabang Palangka Raya, Skripsi, (Palangka Raya:
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agma Islam Negeri),
2017, 1.

2Kardi fidmatan, Analis Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Skripsi,
(Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin), 2016, 1.



Dalam hal ini, ada satu kaidah hukum Islam
yang sangat penting tentang tata hubungan antara
penguasa dan rakyat. Kaidah tersebut adalah
“tasarruf al-imam ‘alar ra’iyyah manut un al-
maslahah” (tindakan pemerintah terhadap rakyatnya
harus mengacu kepada kemaslahatan). Ini artinya
pemerintah boleh melakukan berbaga kebijakan
untuk mengatur rakyatnya sepanjang hal itu
dilakukan atas dasar alasan kemaslahatan.

Jaminan sosial merupakan sistem proteksi
yang diberikan kepada setiap warga negara untuk
mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikan
karena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang
dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun
mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan
sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan
yang bersifat operasional’. Oleh karena itu
pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat
bertangung jawab penuh atas kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat.

Jaminan keselamatan merupakan salah satu
pengaruh terhadap hadirnya BPJS Kesehatan. Baik
dari segi perorangan, keluarga, serta anak-anak yang

3A.Malik Madaniy, Politik Berpayung Figh (Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2010), 73-75.

“Kardi fidmatan, Analis Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Skripsi,
(Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin), 2016, 4.



masih dalam jangkauan perhatian khususnya menjadi
cikal bakal di masa depannya yang harus
dipersiapkan sejak dini. Dalam hal kecelakaan serta
sakit pun sangat berpotensi terjadi dalam kehidupan
manusia sehari-hari.’

BPJS Kesehatan sendiri adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan kesehatan.® Jaminan kesehatan sendiri
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta  memperoleh  manfaat  pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya dibayar pemerintah.’

Jauh sebelumnya, Islam telah lebih dahulu
memberikan perhatian lebih terhadap jaminan sosial
ini, dimana konsep dan prinsip-prinsip akan jaminan
sosial telah diterapkan pada masa Rosulullah SAW
dan pada masa Khulafa Al-Rasyidin. Dalam Islam
sendiri konsep tentang jaminan sosial ini merupakan
bentuk implemntasi dari ayat-ayat Al-Quran agar

STuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 5.

® Kementrian Kesehatan RI, Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan,
(Jakarta: Kemenkes RI, 2013) 3.

" Kementrian Kesehatan R, Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan,
(Jakarta: Kemenkes RI, 2013), 5.



saling tolong-menolong.® Allah SWT berfirman

dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:
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Artinya: Wahai orang-orang beriman! Janganlah
kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian
Allah, dan jangan (melanggar kehormatan)
bulan-bulan haram, jangan (menganggu)
hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qolaid
(hewan-hewan kurban yang telah diberi
tanda), jangan (pula) mengganggu orang-
orang Yyang mengunjungi Baitulharam;
mereka mencari karunia dan keridhaan
Tuahnnya. Tetapi apabila kamu telah
menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu
berburu. Jangan sampai kebencian (mu)
kepada suatu kaum karena mereka
menghalang-halangimu dari Masjidilharam
mendorongmu  berbuat melampai batas
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan. Bertagwalah

81slahuddin Ramadhan Mubarak, Sulkifli Herman dan Rahmat
Saputra, "Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah Dalam Menetapkan
Hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, Jurnal Bidang Hukum Islam, vol. 1
No. 1 (2020), 62.



kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat
siksa-Nya.

"Syaikh Al-Sa’id Rahimahullah mengatakan
bahwa “Al-Birr” yang dimaksud dari ayat tersebut
adalah sebuah nama yang mencangkup segala yang
Allah cintai dan ridhai, berupa perbuatan-perbuatan
yang zahir maupun yang batin, yang berhubungan
dengan Allah SWT atau hak sesama manusia.’
Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda :

elu;df—ﬂ‘émwﬂ‘ucwmwyfﬁ G
aic ‘wﬂ‘uﬂ‘uﬁwﬁwﬁ&u&wd‘ﬁ
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Arinya: “Barang siapa melepaskan satu kesusahan
dunia dari seseorang mukmin, Allah akan
melepaskan darinya satu kesusahan di hari
kiamat. Barang siapa memudahkan orang
yang kesulitan, Allah akan
memudahkannya di dunia dan akhirat.
Barang siapa menutupi aib seorang
muslim, Allah akan menutupi aibnya di
dunia dan akhirat, dan Allah akan

% Islahuddin Ramadhan Mubarak, Sulkifli Herman dan Rahmat
Saputra,” Metode Istibat Dewan Syariah Islamiyah Dalam
Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri”, Jurnal Bidang Hukum
Islam, vol. 1 No. 1 (2020), 62.



senantiasa molong seorang hamba, selama

hamba tersebut menolong satudaranya.”10
(HR. Muslim).

Dalam Islam, negara dituntut untuk menjaga
kesejahteraan masyarakat lewat cara-cara yang
dibolehkan syariat. Salah satu bentuk jaminan yang
dibolehkan dalam Islam adalah akad tabbaru’ atau
tolong menolong yang banyak digunakan dalam
praktek-praktek takafful atau asuransi syariah."*

Dalam konteks pemberian fatwa keagamaan,
di Indonesia terdapat organisasi keagamaan yang
sudah lama memiliki integritas dalam pemberian
fatwa, diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia
melalui Komisi Fatwanya dan Nahdlatul Ulama
dengan Lembaga Bahtsul Masailnya. Tujuan
dibentuknya Komisi Fatwa dan Bahtsul Masail
adalah untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum
Islam dari sumber hukum asalnya, terutama dalam
menghadapi  persoalan-persoalan  yang timbul
didalam Indonesia.*?

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan
agama yang sama-sama memiliki lembaga fatwa,
baik NU maupun MUI sering kali beda dalam

10 Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabiri, Sahik Muslim,
Juz 2, him 1242.

“Nur Saniah, “Analis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Akad Dalam Program BPJS Kesehatan’’ Jurnal Islamic Circel, Vol. 2
NO. 1, (Juni 2021), 53.

2Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam
Figh Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1991),41.



memutuskan sesuatu permasalahan. Hal tersebut
disebabkan karena pemahaman masing-masing
berkaitan dengan banyak faktor yang mungkin
berbeda antar kedua organisasi tersebut. Salah satu
bentuk nyata perbedaan tersebut adalah pada saat
menetapkan status hukum BPJS Kesehatan dalam
Islam. ™

Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
soal BPJS Kesehatan ini dikeluarkan jauh sebelum
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan
fatwa tentang BPJS Kesehatan yang tak sesuai
syariat dan telah menuai polemik publik belakangan
ini. Forum yang diikuti para kyai NU dari seluruh
daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS
sudah sesuai dengan syariat Islam. Para Kiai
memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan
sebagai akad ta‘awun™®. Sebagai lembaga yang
sama-sama mempunyai otoritas dalam menjawab
atau memberi fatwa terhadap persoalan-persoalan
hukum Islam kontemporer hukum BPJS Kesehatan
yang diputuskan oleh Komisi fatwa MUI dan
Lembaga Bahsul Masail NU tentu sudah melalaui

13 Quraish Shihab, membumikan Al-Quran; Fungsi Dan Peran
Wahyu Dalam Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2013), 570.
Khurotun ‘Ainiah, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial(BPJS) Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan
Bahs Al-masail Nahdhatul Ulama), (Purwokerto: 1AIN, 2016), 9.



pertimbangan yang matang dari kedua lembaga
tersebut.”

Kedua lembaga fatwa tersebut memberikan
status hukum vyang berbeda terhadap BPJS
Kesehatan. Komisi Fatwa MUI dalam forum Ijtimak
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang
diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah,
Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni
2015 dalam ketentuan hukum dan rekomendasi,
MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan
sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait
dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan
prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar,
maisir dan riba. MUI juga merekomendasikan agar
pemerintah membentuk, menyelenggarakan, dan
melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan
prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.16

Dari penjelasan latar belakang di atas penulis
tertarik permasalahan tersebut kedalam karya ilmiah
yang berbentuk sebuah skripsi yang berjudul
“Keabsahan = Akad Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Menurut Fatwa Dewan Syariah

5 Mughni Labib, "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum
Islam ( Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul
Ulama) ”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No. 2, (Desember 2018) 143.

'8 Mughni Labib,” BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum
Islam ( Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Nahdlatul
Ulama)”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 16 No. 2, (Desember 2018) 145-
146.



Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga
Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah
penyusun paparkan diatas, sehingga penyusun
mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akad BPJS menurut Fatwa
DSN-MUI dan LBM-NU?

2. Bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul
Masa’il Nahdhatul Ulama dalam Menetapkan
Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia dengan Lembaga Bahtsul Masa’il
Nahdhatul Ulama Tentang Keabsahan Akad
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka
tujuan dari penulisan ini adalah :

a. Untuk mengetahui pendapat Fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan
Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama
dalam menetapkan status hukum Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial?

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan
anatara kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional-
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Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama?
2. Manfaat Penelitian
Jika ditinjau dari Rumusan masalah dan tujuan
penelitian maka selain itu juga harus ada dampak
dari keduanya yakni kegunaan Adapun maksud
Kegunaan Penelitian adalah:
a. Manfaat penelitian secara teoritis

1)

2)

Meberikan  Kontribusi  positif  bagi
pembaca pada umumnya dan mahasiswa
UIN Raden fatah Palembang pada
Khususnya tentang penggunaan akad
badan penyelenggara jaminan sosial
Meberikan informasi tentang
perbandingan Pendapat Fatwa Lembaga
Dewan Syariah Nasional-Majelist Ulama
Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masa’il
Nahdhatul Ulama

b. Manfaat penelitian secara praktis

1)

2)

Dapat dijadikan bahan rujukan bagi
peneliti yang ingin meneliti tentang
Keabsahan akad Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial menurut Dewan Syariah
Nasional MUI dan Bahtsul Masa’il NU

Menambah wawasan bagi penulis dan
bagi pembaca mengenai pendapat Dewan
Syariah Nasional MUI dan Bahtsul
Masa'il NU tentang kabsahan akad badan
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peneyelenggaran jaminan sosial bagi
penulis dan bagi pembaca mengenai
pendapat Dewan Syariah Nasional MUI
dan Bahtsul Masa’il NU tentang kabsahan
akad badan peneyelenggaran jaminan
sosial

D. Penelitian Terdahulu

Demi mendukung lancarnya penelitian ini,
peneliti mencari refrensi yang memuat informasi
tentang keabsahan badan penyelenggaraan jaminan
sosial dalam fatwa dan baik berupa kitab-kitab fikih
maupun skripsi yang telah ada.

Beberapa pendahuluan telah dilakukan
mengenai status hukum badan penyelenggara
jaminan sosial ini. Seperti pada skripsi yang berjudul
Persyaratan Sepihak Dalam Proses Kepesertaan
Badan Penyelenggara Jamianan Sosial Perspektif
Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah
Kota Batu karya Serly Putri Wahyuana mahasiswa
fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim ini
tidak jauh berbeda pokok pembahasanya dengan
penelitian ini. Namun perbedaanya adalah perspektif
yang digunakan dalam penelitian in adalah
perspektif Tokoh Nahdlatul dan Muhammadiyah.

Kedua, adalah skripsi yang berjudul
“Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Terhadap Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan” karya Kardi Fidmatan mahasiswa
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Perbandingan Mazhab fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makasar. Dalam penelitian tersebut,
masih membahas tentang analisis fatwa Majelis
Ulama Indonesia tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Ketiga adalah skripsi berjudul “Badan
Penyelenggara Jamianan Sosial; (BPJS) Dalam
Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan
Bahtsul Al-Masa’il Nahdlatul Ulama)) Karya
Khurotun ‘Ainiah Fakultas Syari’ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto ini membahas
tentang analisis keputusan Bahstul Al masa’il
Nahdlatul Ulama Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dalam perspektif Hukum Islam.

Metodelogi Penelitian

Metodelogi  penelitian ialah tata cara
bagaimana  melakukan  penelitian.’’”  Metode
penelitian pada intinya cara ilmiah untuk
menemukan data dengan kegunaan dan tujuan
tertentu.’® Metodelogi Penelitian merupakan suatu
cara yang digunakan untuk meneliti suatu
permasalahan yang hasilnya dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan dengan
kehati—hatian, sistematis, terorganisir, valid dan

7 Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenada Media Group. 2016),
2.

8 Zainuddin Ali, Metode Pendekatan Hukum, (Cet VII;
Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.
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verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu
permasalahan dengan menggunakan teknik—teknik
tertentu yang sudah terbukti keabsahannya sehingga
dapat ditemukan jawaban—jawaban terhadap suatu
masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat
dalam bidang—bidang pengetahuan tertentu, dengan
cara mengumpulkan, menganalisis dan
menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk
membuktikan kebenaran teori atau membantah teori
yang sudah ada atau menciptakan teori baru.’® Maka
dalam penulisan skripsi ini dalam membahas
masalah-masalah yang terkait dengan penyusunan
atau penulisan skripsi ini dibutuhkan suatu penelitian
yang berfungsi untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di
bahas selanjutnya. Ada beberapa metode yang
penulis gunakan antara lain
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan riset putaka (library
research) pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pada
penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan atau hukum di
konsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berprilaku manusia yang

1% Munir Fuady, Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan
Konsep, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 1-2.
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dianggap pantas.’kaitannya dengan penelitian
ini, yang dimaksud dengan hukum yaitu hukum
Islam (figh) yang bersumber dari al-Qur’an dan
al-Hadis yang kemudian di interpretasikan oleh
para ulama’ sehingga muncul beberapa pendapat
dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Yang
menjadi objek penelitian pustaka ini adalah status
hukum badan penyelenggara jaminan sosial serta
melihat pendapat-pendapat para ulama dan
melihat dalil-dalil yang digunakan dalam
mengeluarkan argument dan fatwa dalam
menyikapi permasalahan ini.

Penelitian ini tergolong dalam bentuk
penelitian studi kepustakaan yang bersifat
kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan
sumber bacaan berupa buku, jurnal dan sumber
bacaan lain yang memuat hasil penelitian sebagai
penunjang penelitian yang bersifat esensial.

2. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian merupakan penelitian
yang bersifat deskriptif analisis yang dimana
data-data yang dipaparkan itu di interpretasikan
lalu dianalisis atau yaitu penelitian yang mencoba
memberikan  dan  menjelaskan  gambaran
mengenai sudut pandang atau perspektif dari

2 Amirudin, dan H.zainal Asikin, Pengantar Metode
Penelitian Hukum , Jakarta. PT Raja Grfindo Persada, 2004,
Cet.Pertama, 118.
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hukum Islam dan (figh) yang bersumber dari al-
Qur’an dan al-Hadis yang  kemudian
diinterpretasikan oleh para ulama’ sehingga
muncul beberapa pendapat dengan berbagai
persamaan dan perbedaan. Yang menjadi objek
penelitian pustaka ini adalah stasus hukum badan
penyelenggara jaminan sosial serta melihat
pendapat-pendapat para ulama dan melihat dalil-
dalil yang digunakan dalam mengeluarkan
argument dan fatwa dalam  menyikapi
permasalahan ini.
3. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer merupakan data-
data ataupun informasi yang terkait langsung
dengan objek penelitian®* dan juga merupakan
bahan penelitian utama yang data atau bahan
hukumnya yang sifathya mengikat secara
normatif.?> Bahan hukumnya yaitu Al-Qur’an
dan Hadits, Fatwa dari Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) tentang BPJS dan Fatwa Lembaga
Bahtsul Masa’il Nahdhatul Ulama (LBM-NU)

2 Hardan, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,
(YYogyakarta: CV Pustaka IImu, 2020), 103.

ZMunir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Metode Riset Hukum :
Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: PT. RajaGrafindo Persada,
2018. 157.
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dan berupa website resmi dari kedua lembaga
fatwa tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data-data
pendukung® dan data yang di luar objek yang
sebenarnya atau data yang di peroleh peneliti
dari sumber yang sudah ada berupa buku yang
berisi tentang fatwa lembaga Bahtsul Masail
NU.** Serta hasil penelitian dalam bentuk
karya ilmiah. Data yang di peroleh dari
berbagai literatur yang berkaitan dengan
pembahasan ini, seperti sumber data yang
diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan
literatur tentang badan penyelenggara jaminan
sosial ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Menjadi bahan
Pelengkap pada penelitian ini  yakni
menyampaikan penjelasan akan bahan hukum
primer dan sekunder, meliputi kamus,
ensiklopedia, makalah maupun website yang
berkenaan menyinggung judul skripsi yang
hendak peneliti telaah.

2 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metode Penelitian Sosial,
(Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 172.

* Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Metode Riset Hukum :
Pendekatan Teori dan Konsep, Depok: PT. RajaGrafindo Persada,
2018, him. 157.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang hendak
dipakai penulis untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan, penulis membaca sumber-sumber
yang berkenaan dengan masalah yang diteliti
untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

5. Metode Analisis data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk
mengelolah data menjadi informasi, sehingga
karakter dari data tersebut dapat dipahami dan
juga memberikan manfaat untuk  solusi
permsalahan, terutama yang berhubungan dengan
penelitian.?

Dalam menganalisis data penulis memakai
analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik ini
penulis berusaha mengumpulkan data, dan data
yang terkumpul merupakan data kualitatif dan
selanjutnya dianalis dengan metode dedukatif
komperatif.*°Metode ~ Dedukatif ~ merupakan
metode yang pembahasannya diawali dengan
sebuah pengetahuan yang bersifat umum dan
menjadi titik tolak terhadap suatu yang akibatnya
kemudian digunakan untuk membahas atau
meneliti suatu kejadian yang nantinya akan
ditarik pada pengetahuan khusus, sehingga dalam

% saifuddi Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), 91.

% sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodelogi Penelitian,
(YYogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.
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penyampaiannya dapat dipahami dengan mudabh.
Sedangkan metode komperatif adalah analisis
komparatif, yaitu menganalisis pendapat dari
kedua lembaga fatwa antara DSN MUI dan LBM
NU tentang hukum dari badan penyelenggara
jaminan sosial. Kemudian membandingkan antara
keduanya sehingga dapat menemukan persamaan
dan perbedaan untuk dijadikan kesimpulan yang
akurat.?’
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca dalam
memahami skripsi ini dan untuk memberikan skema
yang jelas secara rinci mengenai pokok pembahasan,
maka penulis disini menyusun skripsi ini dalam
beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah pembahasan pertama dalam
skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan, yang
dimana pada Bab ini dimulai dengan prosedur
standar ilmiah yaitu Pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodelogi
penelitian, dan sistematika penulisan, yang
selanjutnya dalam bagian bab ini penulis beri judul
pendahuluan.

Z'Syharmi, arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan,
Praktek , Jakarta, AdiMahasty, Cet ke-12, 236.
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Bab Kedua, membahas tentang kajian teori hukum
dari akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bab ketiga, membahas tentang sejarah, metode
istinbath yang digunakan, dan pendapat Fatwa
Dewan Syariah Nasional MUI dan Fatwa Bahtsul
Masa’il NU tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS).

Bab keempat, Pada bagian bab keempat ini
merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yakni
yang dimana pada bagian bab ini penulis menulis
bagian yang berisikan kesimpulan mengenai
masalah-masalah yang ada pada penulisan ini dan
dapat di pahami maupun dapat di mengerti mengenai
hal-hal atau poin—poin masalah yang penting dalam
skripsi ini, maka penulis pada bagian bab keempat
ini memberikan hasil kesimpulannya dan juga
berupa saran, yang kemudian dalam bab ini penulis
memberi judul penutup.



BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN BPJS

KESEHATAN

A. AKAD

1.

Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab al-
‘agd yang berarti perikatan, perjanjian, dan
pemufakatan al-ittifad. Secara terminologi figih
akad didefinisikan dengan ‘pertalian ijab
(pernyataan melakukan ikatan) dan gabul
(pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan
kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek
perikatan.”® Kata “akad” (Arab: ~i=)l = perikatan,
perjanjian dan pemufakatan).

Menurut terminologi fiqih kata “akad”
diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan
melakukan ikatan dan qgabul vyang berarti
pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan
kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu
perikatan. Sesuai dengan kehendak syari‘ah,
seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak
yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan
syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh
pada suatu perikatan berarti terjadinya

ZMuhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah (life and

general): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta, 2014, Gema Insani.

38.

20
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perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada
pihak lain.

Persoalan akad adalah persoalan antar
pihak yang sedang yang sedang menjalin ikatan.
Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan
akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban
masing-masing pihak tanpa ada pihak yang
terlanggar haknya. Di sinilah penting membuat
batasan-batasan yang menjamin tidak
terlanggarnya hak antar pihak yang sedang
melaksanakan akad.?®

Akad berarti perjanjian karena pelaku
akad saling berjanji untuk mematuhi dan
melaksanakan apa-apa yang telah dibuat dan
disepakati bersama. Dilihat dari niat (motif
pelakunya) akad terdiri dari akad mu awadhat
(bisnis) dan akad tabarru’(kebajikan). Jenis-jenis
akad pada BPJS Kesehatan yaitu secara umum
akad yang dilakukan ketika mendaftar sebagai
peserta BPJS Kesehatan adalah akad antara
Peserta-Individu dengan Peserta Kolektif yang
diwakili BPJS Kesehatan adalah hibah dalam
rangka saling tolong menolong sesama peserta
(ta’awun). Artinya akad yang terjadi ketika
mendaftarkan  diri  sebagai peserta BPJS
Kesehatan adalah akad antara seorang peserta

% M. Yazid Afandi, M.Ag, Figh Muamalah (Yogyakarta:
Logung Pustaka, 2009) 33.
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(peserta-individu) dengan seluruh peserta yang
telah terdaftar sebelumnya (peserta-Kolektif) tang
diwakili BPJS Kesehatan.*
2. Rukun Akad

Rukun akad adalah segala sesuatu yang
mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau
yang menempatitempat keduanya baik berupa
perbuatan isyarat, atau lisan®’. Para Jumhur
Ulama sepakat menyatakan bahwa rukun akad itu
antara lain ada tiga yaitu:
a. ‘Aqid (orang yang melakukan akad)

lalah pelaku dari setiap transaksi.
Namun, tidak semua orang layak untuk
menyatakan suatu akad. Sebagian dari
manusia ada yang sama sekali tidak layak
melakukan semua akad, sebagian lagi ada
yang layak untuk melakukan sebagian akad,
dan sebagian lagi ada yang layak
sepenuuhnya untuk  melakukan akad.*
Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk
melakukan akad tergantung kepada adanya
kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk
dirinya sendiri maupun untuk mewakili diri

%Fitra Mulyawan dan Kiki Yulinda, ‘BPJS Menurut Hukum
Islam ’’ Jurnal Cakrawala llmiah, VVol. 1 NO. 3, (November 2021), 7.

3Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta:
Amzah, 2015),114.

*Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta:
Amzah, 2015),115.
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sendiri maupun untuk mewakili orang lain.
Dengan demikian, ada dua hal sangat
berkaitan dengan akid yaitu ahliyah
(kecakapan) dan wilayah (kekuasaan)

b. Ma’qud ‘Alaih (Objek Akad)

Ojek akad adalah segala sesuatu
yang dijadikan sasaran dan tujuan akad.
Jenisnya kadang-kadang benda yang
bersifat Maliyah, seperti barang yang
dijual, digadai, atau dihibahkan, dan
adakalanya bukan Maliyah, seperti
perempuan dalam akad nikah, dan
adakalahnya berupa manfaat seperti benda
yang disewakan.

Para fugaha mengemukakan ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi agar
benda bisa dijadikan objek akad
1) Benda tersebut harus ada pada saat

dilakukakanya akad.

2) Barang yang dijadikan objek akad
harus sesuai dengan ketentuan syara.

3) Barang yang dijadikan objek akad
harus bisa diserahkan pada waktu
akad.

4) Barang yang dijadikan objek akad
harus jelas diketahui oleh kedua belah
pihak sehingga tidak menimbulkan
perselisihan antara keduanya.
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5) Barang yang dijadikan objek akad
harus suci, tidak najis atau tidak
mutanajis. %

c. Shighat (ljab dan Qabul)

ljab adalah pernyataan yang
disampaikan oleh orang yang akan
memberikan hak kepemilikan meskipun
persyaratan diucapkan dibelakang.
Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang
diucapkan oleh orang yang nantinya akan
menjadi pemilik, walaupun pernyataan
tersebut disampaikan pertama.

Shighat akad adalah pernyataan
yang timbul dari dua orang melakukan
akad yang menunjukan kesungguhan
kehendak  batin  keduanya  untuk
mengadakan akad.**

3. Syarat-syarat Akad
Syarat adalah sesuatu yang kepadanya
tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu
keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Secara
global, syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi

menjadi dua bagian:
a. Syarat Syar’i, yaitu suatu syarat yang
ditetapkan oleh syara’ yang harus ada untuk

3 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah,
2015),129.

* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah,
2015),133.
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bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat
ahliyah (kemampuan) dan pada si ‘agid untuk
keabsahan akad.

b. Syarat Ja’li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh
orang yang berakad sesuai  dengan
kehendaknya, untuk mewujudkan suatu
maksud tertentu dari suatu akad. Syarat
tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau
digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti
mengaitkan kafalah dengan talak.

Syarat akad yang akan dibicarakan dalam
topik ini ada empat macam, yaitu:

a. Syarat In’igad (terjadinya akad) sesuatu yang
disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan
sesuatu akad dalam zatnya sah menurut
syara’. Apabila syarat tidak terwujud maka
akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam
antara lain:

1) Syarat Umum, yaitu syarat yang harus
dipenuhi dalam setiap akad.

2) Syarat Khusus, yaitu syarat yang harus
dipenuhi didalam sebagian akad.

b. Syarat Keabsahan (Sah) akad adalah adalah
syarat tambahan yang dapat mengabsahkan
akad setelah syarat in igad tersebut terpenuhi.
Setelah rukun akad terpenuhi beserta
persyaratannya yang menjadikan akad
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terbentuk, maka akan sudah terwujud.®* Akan

tetapi ia belum dipandang syah jika tidak

memenuhi  syarat-syarat tambahan yang
terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan
secara bebas. Maka jika pernyataan
kehendak tersebut dilakukan dengan
terpaksa, maka akad dianggap fasid.

2) Penyerahan objek tidak menimbulkan
madlarat (merugikan).

3) Bebas dari gharar, adalah adanya tipuan
yang dilakukan oleh parah pihak yang
berakad.

4) Bebas dari riba.*

Empat syarat keabsahan tersebut akan
menentukan syah tidaknya seebuah akad.
Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat
syart tersebut, meskipun rukun dan syarat
in’ingad sudah terpenuhi, akad tidak syah
dan disebut akad fasid.*’

c. Syarat Nafadz untuk kelangsungan akad ini
diperlukan dua syarat, adanya kepemilikan

% M. Yazid Afandi, Figh Muamalah (Yogyakarta: Logung
Pustaka, 2009) 35.

% Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer (Depok:
Rajawali Pers, 2018) 29.

¥ M. Yazid Afandi, M.Ag, Figh Muamalah (Yogyakarta:
Logung Pustaka, 2009) 36.
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atau kekuasaan dan didalam objek akad tidak
ada hak orang lain.

d. Syarat Luzum pada dasarnya setiap akad itu
sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengkiatnya
(lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli
ijjarah, disyaratkan tidak adanya kesempatan
khiyar (pilahan), yang memungkinkan di-
fasakh-nya akad oleh salah satu pihak.
Apabila dalam akad tersebut terdapat khiyar,
seperti khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru 'yat,
maka akad tersebut tidak mengikat (lazim)
bagi orang yang mempunyai hak khiyar
tesebut. Dalam kondisi seperti ini ia boleh
membatalkan akad atau menerimanya.

4. Macam-macam Akad
Akad dapat dibagi menjadi beberapa
bagian dengan meninjau dari beberapa segi.

Peninjauan tersebut antara lain dari segi hukum

dan sifatnya, dari segi watak dan adanya

hubungan antara hukum dengan shighat-nya, dan
dari segi maksud dan tujuannya.

a. Ditinjau dari Segi Hukum dan Sifatnya

Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya
akad, menurut jumhur ulama, terbagi menjadi
dua bagian.

1) Akad Shahih adalah suatu akad yang
disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya.
Dari definisi tersebutdapat dipahami bahwa
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akad yang shahih adalah suatu akad yang
terpenuhi asal dan sifatnya. Yang dimaksud
dengan asal daalam definisi tersebut adalah
rukun, yakni ijab dan gabul, paar pihak
yang melakukam akad, dan objeknya.
Sedangkan yang dimaksud sifat adalah hal-
hal yang tidak termasuk rukun dan objek
seperti syarat.

Akad Ghair Shahih akad ghair shahih
suatu akad yang salah satu unsurnya yang
pokok atau syaratnya telah rusak (tidak
terpenuhi. Dari definisi tersebut dapat
dipahami nahwa akad ghair shahih adalah
suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak
terpenuhi.

Ditinjau dari segi tabi’at atau hubungan hukum
dengan shighat-nya

Ditinjau dari segi tabi’at atau hubungan

hukum dengan shighat-nya terbagi menjadi
dua bagian yaitu:

1)

Akad yang dapat dilaksanakan (Al-‘Aqdu
Al-Munjaz) yang dimaksud dengan akad
munjaz adalah suatu akad dengan
menggunakan  shighat yang  tidak
digantungkan dengan syarat dan tidak
disandarkan kepada masa yang akan
datang.
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Akad disandarkan kepada masa mendatang
(Al-‘Agdu  Al-Mudhaf i Al-Mustagbal)
yang dimaksud dengan akad yang
disandarkan kepada masa mendatang
adalah suatu akad yang menggunakan
shighat dengan ijab yang disandarkan
kepada masa depan, bukan masa sekarang.

Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya
Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya, akad
dibagi menjadi tujuh bagian yaitu.

1)

2)

3)

4)

Akad At-Tamlikat yaitu suatu akad yang
dimaksud unruk memiliki suatu benda,
baik jenisnya maupun manfaatnya

Akad Isgathat yaitu suatu akad yang
dimaksud untuk menggugurkan suatu hak,
baik dengan pengganti maupun tanpa
pengganti.

Akad Ithlagat vyaitu pelepasan oleh
seseorang kepada tangan orang lain dalam
mengerjakan pekerjaan.

At-Taghidat vyaitu suatu akad yang
membatasi atau mencegah seseorang untuk
melakukan tasarruf, seperti pemberhentian
sebagai hakim atau pejabat,
pemeberhentian  sebagai  wakil, dan
pembatasan seseorang untuk melakukan
tasarruf karena gila, boros, atau karena
masih di bawah umur.
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5) At-Tautsiqat, atau At-Ta 'minat atau ‘Uqut
Adh-Dhaman vyaitu suatu akad yang
dimaksudkan untuk menanggung utang
bagi pemiliknya, dan mengamankan orang
yang memiliki piutang ats utangnya, yaitu
akad kaffalah, hiwalah, dan rahn (gadai).

6) Al-Isytirak yaitu suatu akad yang dimaksud
untuk berkerja sama dalam pekerjaan dan
keuntungan, seperti akad syirkah dengan
jeniasnya, akad mudharabah, muzaraah,
dan musagah.

7) Al-Hifzhu yaitu suatu akad yang dimaksud
untuk menjaga dan memilihara harta bagi
pemiliknya,  seperti  akad  wadi’ah
(penitipan).

B. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan
Jaminan Sosial ialah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak. Terdapat beberapa jenis Jaminan Sosial.
Antara lain Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan
kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan
Jaminan kematian.®

% Kardi fidmatan, Analisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Terhadap Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Skripsi,
(Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin), 2016, 13.
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BPJS merupakan asuransi kesehatan yang
secara umum didasarkan pada gagasan kerjasama
diantara sekelompok orang yang membentuk
lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan
kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang
tahunan untuk digunakan sebgai dana berobat bagi
anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu.
Asurasnsi adalah sikap fa’awun yang telah diatur
dengan sistem yang yang sangat rapi antara sejumlah
besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi
suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami
peristiwa tersebut maka semuanya saling tolong
menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut
dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan
olen masing-masing peserta, dengan pemberian
(derma) mereka dapat menutupi kerugian-kerugian
yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.
Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah ta’awun
yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam
berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu
antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya
(malapetaka) yang mengancam mereka.*

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial
sehingga dengan adanya jaminan sosisal, resiko

¥ Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and
general): Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2004),28-29.
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keuangan yang dihadapi seseorang, baik itu karena
memasuki usia  produktif, mengalami sakit,
mengalami kecelakaan dan bahkan kematian, akan
diambil ahli oleh lembaga yang menyelenggarakan
jamianan Sosial Badan penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk
untuk menyelnggarakan jaminan sosail di Indonesia
menurut Undang-Undang nomer 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS
merupakan badan hukum nirbala dan Undang-
Undang Nomer 24 Tahun 1011 yang berisi tentang
BPJS dibagi menjadi 2 (dua), BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan. BPJS bertanggung jawab
langsung kepada presiden, BPJS berwenang
menagih iuran, menetapkan dana, melakukakn
pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan.
Peserta dan pemberian kerja.*’

Secara operasional, pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain:
Peraturan Pemerintah N0.101 Tahun 2012 Tentang
Penerimaan Bantuan luran (PBI); Peraturan
Peresiden NO. 12 Tahun 2013 Tenatang Jaminan

“Fuzna Elsa Ulinuha, Kepuasaan Pasien BPJS Terhadap
Pelayanan di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Permata Medika
Semarang Tahun 2014, Eprint, NO. 01. (JUIi.2014), 1.
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Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan
Kesehatan Nasional).**

Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)
merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) vyang diselenggarakan dengan
menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial
yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhatn dasar kesehatan masyarakat yang layak
diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran
atau iurannya dibayar pemerintah.*?

Dari dua badan tersebut pada dasarnya
mengemban misi negara untuk memenuhi hak setiap
orang atas jaminan sosial dengan menyenggarakan
program jaminan yang bertujuan untuk memberi
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Mengingat peranan BPJS
dalam menyelenggarakan program jaminan sosial
dengan mencangkup seluruh penduduk Indonesia,
maka Undang-Undang BPJS meberikan batasan
funsgsi, tugas dan wewenang yang jelas ke[ada
BPJS. Dengan demikan dapat diketahui secara pasti
batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat
dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua
BPJS tersebut seacra transparan.

41 Filu Murwati Santoso Putri, Gambaran Model Penyelesaian
Ketidakpuasan Pelayanan Kesehatan BPJS. Jurnal UMS, No. 01, (juni
2014),6.

42 pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Kesehatan Nasional.
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1. Fungsi BPJS
Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 24

Tahun 2011 disebutkan fungsi BPJS adalah:

a. Berfungsi  menyelenggarakan  program
jaminan kesehtan.

b. Berfungsi  menyelenggarakan  program
jaminan kecelekaan kerja, program jaminan
kematian, program pension dan jaminan hari
tua.

2. Tugas BPJS
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana
tersebut diatas BPJS bertugas untuk:

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran
peserta.

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari
peserta dan pemberi kerja.

c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk
kepentingan peserta.

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta
program jaminan sosial.

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan
program jaminan sosial.*

Dengan kata lain tugas BPJS meliputi
pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data

“*passal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
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kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran

termasuk  menerima bantuan iuran dari

Pemrintah, pengelolaan dana jaminan Sosial,

pembayaran ~ manfaat dan/atau  mebiayai

pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian
informasi dalam rangka sosialisasi program
jaminan sosial dan keterbukaan informasi.

. Wewenang BPJS

Dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang:

a. Menagih pembayaran luran

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk
investasi jangka pendek dan jangka panjang
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehatian-hatian keamanan dana,
dan hasil memadai.

c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas kepatuhan peserta dan pemberian kerja
dalam memenuhi kewajibannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jaminan sosial nasional.

d. Membjuat kesepakatan dengan fasilitas
kesehatan mengenai besar pembayaran
fasilitas kesehatan yang mengacu pada
standar tarif yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja
dengan fasilitas kesehatan.
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f. Mengenakan sanksi administratif kepada
peserta atau pemberian kerja yang tidak
memenuhi kewajibannya.

g. Melaporkan pemberian kerja kepada instansi
yang  berwenang  mengenai ketidak
patuhannya dalam membayar iuran atau
dalam memenuhi kewajiban lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

h. Melakukakn kerjasama dengan pihak lain
dalam rangka penyelenggaraan program
jaminan sosial.

Kewenangan menagih pembayaran luran
dalam arti meminta pembayaran dalam hal
terjadi penunggakan, kemacetan, kekurangan
pembayaran, kewenangan melakukan
pengawasan dan kewenangan mengenakan
sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS
memperkuat kedudukan BPJS sebagai nadan
hukum public. Sedangkan program jaminan
kematian  diselenggarakan  secar  nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan
tujuan untuk memberikan santunan kematian
yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang
meninggal dunia.

. Prinsip BPJS

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan
apa yang dirumsuskan oleh UU SJSN Pasal 19
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Ayat 1 vyaitu jamiann kesehatan yang

diselenggarakan secara nasional berdasarkan

prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Maksud prinsip asuransi sosial adalah:

a. Kegontongroyongan
lalah prinsip kebersamaan antara peserta
dalam menanggung beban biaya Jaminan
Sosial, yang diwujdukan dengan kewajiban
setiap peserta membayar iuran sesuai dengan
tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.
Tanpa terkecuali baik itu si kaya maupun
miskin, yang sehat ataupun sakit, yang tua
ataupun muda, serta yang beresiko tinggi
maupun yang rendah.

b. Nirlaba
lalah prinsip pengelolaan usaha yang
mengutamakan hsail pengembangan dana
untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi seluruh peserta.

c. Keterbukaan
lalah prinsip mempermudah akses informasi
yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap
peserta secara tranparan.

d. Kehati-hatian*
lalah prinsip pengelolaan dana secara cermat,
teliti, aman wajib, dan tertib.

“pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional



38

e. Akuntabilitas
lalah prinsip pelaksanaan program dan
pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

f. Portabilitas
lalah prinsip memberikan jaminan program
yang berkelanjutan  meskipun peserta
berpindah pekerjaan atau tempat tinggal
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

g. Kepesrtaan bersifat wajib
lalah prinsip yang menngharuskan seluruh
penduduk menjadi peserta Jaminan Sosial,
yang dilaksankan secara bertahap.

h. Dana dan amanat
lalah bahwa iuran dan hasil
pengembangannya merupakan dana titipan
daro peserta untuk digunakan sebesar-
besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan
Sosial. Hasil pengelolaan dana jaminan
kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk
pengembangan program dan untuk sebesar-
besarnya kepentingan pserta.

Sedangkan  prinsip  ekuitas adalah
kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai
dengan kebutuhan medis yang terikat dengan
besaran iuran yang dibayarkan. Kesamaan
memperoleh  pelayanan adalah  kesamaan
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jangkauan finalisasi ke pelayanan kesehatan
yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) dan masuk dalam program
pemerintah pada tahun 2014.%

5. Tujuan dan manfaat BPJS

Tujuan serta manfaat dari jaminan kesehatan

bagi masyarakat adalah:

a. Memberikan kemudahan akses pelayanan
kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan
fasilitas jaminan kesehatan masyrakat.

b. Mendorong peningkatan pelayanan
kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak
berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu
dan biaya pelayanan kesehatan.

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan
yang transparan dan akuntabel.*

6. Dasar Hukum (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial)

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer
40 Tahun 2002 Tentang Jamina Sosial
Kesehatan

4 Ppetrus Bambang Sulistryo, Hubungan Kualitas Pelayanan
Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan BPJS Di Puskesmas Delanggu
Kabupaten Klaten, Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma
Husada, Surakarta, 2016. 32.

46 petrus Bambang Sulistryo, Hubungan Kualitas Pelayanan
Kesehatan dengan Tingkat Kepuasan BPJS Di Puskesmas Delanggu
Kabupaten Klaten, Skripsi Fakultas Keperawatan STIKES Kusuma
Husada, Surakarta, 2016. 33.
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Undang-Undang republic Indonesia Nomer 24
Tahun 2011 Tentang Badan Penyelnggara
Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomer 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan
Bantuan luran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Peresiden Republik Indonesia
Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Kesehatan.

Perbuhan Peraturan Peresiden Republik
Indonesia Nomer 12 Tahun 2013 Tentang
Jaminan  Kesehatan Menjadi  Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomer 19 Tahun
2016 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomer 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara
pengenaan sanksi administrative kepada
pemberi pekerja selain penyelenggara negara
dan setiap orang, selain pemberi kerja,
pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam
penyelenggaraan jaminan sosial.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Nomer 4 Tahun 2014
tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran
peserta perorangan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
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C. Sejarah BPJS Kesehatan

Jaminan  pemeliharaan  kesehatan  di
Indonesai sebenarnya sudah ada sejak zaman
kolonial Belanda. Dan oleh pemerintah Belanda,
upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan
kesehatan bagi masayarakat, khususnya pegagawai
negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof.
G.A. Siswabessy, selakuk menteri Kesehatan yang
menjababat pada saat itu mulai diterapkan di banyak
negara maju dan tengah berkembang pesat.

Pada saat itu kepesertaan baru mencangkup
pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya
saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti,
klimaks dari pembangunan derajat kesehatan
masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu
sistem yang dapat menjamin kesehatanseluruh warga
bangsa ini.*’

Pada Tahun 1968, pemerintah menerbitkan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 1 Tahun 1968
dengan membentuk Badan Penyelnggara Dana
Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan
kesehatan bagi pegawai negara dan penerima
pensiun beserta keluarganya.

Selang  beberapa  waktu  kemudian,
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

4" Humas, “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia”,
https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
diakses pada 22 Februari 2022.
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Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah
status dari sebuah badan di lingkungan Departemen
Kesehatan menjadi BUMN, vyaitu PERUM
HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan
kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran,
perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.*®

Pada tahun 1992, PHB berubah status
menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes
(Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN
melalui program Askes Komersial. Pada Januari
2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah
untuk melaksanakan program jaminan kesehatan
bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya
dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran
peserta masyarakat miskin dan tidak mampu
sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan
oleh Pemerintah Pusat.

PT Askes (Persero) juga menciptakan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum
(PJIKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang
belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial,
maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih
dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah
menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah jaminan

8 Humas, “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia”,
https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
diakses pada 22 Februari 2022.
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Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya
diserahkan kepada PT Akses (Persero).

Langkah menuju cakupan kesehatan semesta
pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya
BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai
transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini
berawal pada tahun 2004 saat pemerintah
mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan
UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta
menunjuk PT Askes (Persero) penyelenggara
program jaminan sosial di bidang kesehatan,
sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi
BPJS Kesehatan. Melalui Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-
KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,
negara hadir di tengah kita untuk memastikan
seluruh  penduduk Indonesia terlindungi oleh
jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan
merata.*

Banyaknya pengeluaran yang tidak terduga
apabila seseorang terkena penyakit, apalagi
tergolong penyakit berat yang menuntut stabilitasi

49 Humas, “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia”,
https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
diakses pada 22 Februari 2022.
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yang rutin seperti hemoliadisa atau biaya operasi
yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada
penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan
kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya
perawatan dirumah sakit, obat-obatan, operasi, dan
lain-lain. Hal ini tentu menyebabkan keseruan
ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga.
Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit dikit
jadi miskin. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan
tidak bisa diganti dengan uang, dan tidak ada orang
kaya dalm mengahadapi penyakit karena dalam
sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat
hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

Begitu pula resiko kecelakaan dan kematian,
suatu peristiva yang tidak dapat kita harapkan
namun mungkinsaja terjadi kapan saja dan dimana
saja kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya
kesehatan, kecacatan ataupun kematian karenanya
kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun
permanen. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebradaan
BPJS ditengah masyrakat sangat lah penting.



BAB Il
ANALIS PERBANDINGAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)
DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA (LBM-NU) MENGENAI BPJS
A. Hasil Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) tentang
BPJS Kesehatan
1. Hasil Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang
BPJS Kesehatan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) No0.98/DSN-
MUI/XI11/2015 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Syariah menerangkan bahwa kesehatan adalah
hak dasar setiap orang, dan semua warga negara
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi
kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD
1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat
maupun daerah telah melakukan upaya untuk
meningkatkan kemudahan akses masyrakat pada
fasilitas kesehatan.*® Di antaranya adalah dengan
menerbitkan Undang-Undang Nomer 40 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XX1/2015.
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Memperhatikan program termasuk modus
transaksional yang dilakukan oleh BPJS
Khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif
ekonomi Islam dan figh muamalah, dengan
merujuk pada Keputusan Ijtimak Ulama Komisi
Fatwa se Indonesia V tentang Pandungan
Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan
yang dilaksanakan di pondok Pesantren At-
Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah Pada
tanggal 19-22 Sha’ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015
M dan beberapa literatur, nampaknya bahwa
secara umum program BPJS Kesehatan belum
mencerminkan konsep ideal jaminan sosial
dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari
hubungan hukum ataua akad antar pihak.

Dalam hal penyelenggara Jaminan Sosial
oleh BPJS. MUI menetapkan beberapa hal
seperti berikut:

a. Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan
yang dapat dalam fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) No. 98/DSN/MUI/XII/2015 tentang
pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Syariah.

b. MUl  mendorong  pemerintah  untuk
membentuk, menyelenggarakan, dan
melakukan  pelayanan  jaminan  sosial



47

berdasarkan prinsip syariah dan melakukan
pelayanan prima.™
Dasar hukum yang digunakan dalam
menetapkan fatwa tentang penyelenggaran
jaminan sosial yang dikelola BPJS beberapa
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
1) Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ [4]:
58: )
el ) T3 o SRk &)
(58/4).
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak
menerimanya
2) Firman Allah dalam surat Al-Ma’idah

[5]: 1:

obaiall) el 1A s Gl G

Arinya:  “hai  orang-orang  beriman!
Tunaikanlah akad-akad itu....”.
(QS. Al-Ma’idah [5]: 1).

3) Firman Allah surat Al-Isra’ [17]: 34:
(B4/17) 1ol Y50 (I8 3all &) ally 1 851,
Artinya: Dan tunaikanlah janji-janji itu,

sesungguhnya janji-janji itu
diminta pertanggungjawaban”.
(QS. Al-Isra’ [17]: 34).

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XX1/2015.
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Dalilil-dalil Al-Qur’an di atas
menjelaskan kewajiban untuk menyampaikan
amanat dan menepati janji, karena pada
hakekatnya setiap janji akan  dimintai
pertanggungjawabanya oleh  Allah  SWT.
Kemudian perintah untuk berinfak dijalan Allah
dan peringatan dari bakhil dan Kkikir serta
penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah
hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi
mencangkup juga seluruh manhaj ilahi seperti
meberikan harta kepada kerabat dan anak
yatim.>® Semua itu menegaskan bahwa Islam itu
ditunjukan untuk merealisasikan jaminan yang
bersifat umum yang mencangkup seluruh
individu umat Islam dan masyarakat sehingga
mereka hidup di bawah naungan bendera
kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai
dan saling tolong satu sama lain.

b. Al-Hadits
1) Hadits Nabi SAW riwiyat Ibnu Majah
dari ‘Ubadah bin Al-Shamit r.a., riwayat
ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat

Malik dari bapaknya Yahya Al-Mazini

r.a., dan riwayat Al-Hakim dan Al-Dar

Al-Quthni dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a:

%2 Keputusan Komisi B2 Masail Fiqiyyah Mu’ashirah Ijtimak’
Ulama Fatwa Se indonesiaa V Tahun 2015, 59.
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Yo aluy 4ds A0 ) e A1 g bk ) OS4SR
dala ol 019 Omen i) ¢ 51 3 Y 3 ) i
o Allaa) g9 ¢ dicea Lap pu gailad ) ALl g

il 08 4l 8 A s 08 Db salh gl
‘3)1:4.53 cwg\ﬁu& ce&u}@g&‘g&d

(L Ly (5 50
Artinya:“Tidak boleh

membayangkan/merugikan
orang lain dan tidak boleh
(pula)  membalas  bahaya
(kerugian yang timbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya
(perubuatan yang
merugikemnya).”53

Hadits Nabi SAW riwiyat ‘Abd Al-Razaq

dari Abu hurairah r.a. dan Abu Sa’id Al-

Khudri r.a.:

Artinya:“Barang siapa yang
memperkerjakan pekerja,
beritahulanlah upahnya.”54

Hadits Nabi SAW riwayat Ibnu Majah

dari Ibnu Umar r.a., riwayat Al-Thabrami

5% |bnu Rajjab al-Hanbali, Jami’ al-Ulum wa al-Hukmi, Juz 11,
(t.tp: Muassisah al-Risalah, 2001), 207.

5 Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarhasiy, Al-Mubsith,
Juz 15, (t.tp: Dar al-ma’rifah, 1989) 75.
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dari jabir r.a., dan riwayat Al-Baihaqgi
dari Abu Hurairah r.a:
A8 36 Caag & 385080 Jin YNk
Artinya: “Berikanlah upah pekerja
sebelum keperingatnya
kering.”

4) Hadits Nabi SAW riwayat Al-Nasa’i Abu
Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu
Hibban, Al-Thabrani dan Al-Hakum
yang semuanya dari bapaknya ‘Amr Al-
Syuraid r.a.:

A 38 5 Al Je Jag 2l

Artinya: “Menunda-nunda (pembayaran)
yang dilakukan oleh orang

mampu menghalalkan harga

diri dan pemberian sanksi

kepadanya,” %
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 98/DSN-

MUI/X11/2015, memutuskan hal-hal sebagai

berikut:

Menetapkan : Fatwa Tentang Pedoman
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Syari’ah

Pertama : Ketentuan Umum

*® Ali bin ‘Umar Daraqutni, Sunan al-Daraqutni, Juz 4, (Beirut:
Dar al-mahasin lil-Tiba’, 1980), 139.

% Imam Syaukani, Nailul Authar, Juz 5, (Riyadh: Bait Afkar
al-Dauliyah, 2013) 479.
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Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak;

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
adalah cara penyelenggaraan perlindungan
sosial di bidang keseahatan untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak di
bidang kesehatan;

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial,
BPJS Kesehatan adalah bdan hukum yang
dibentuk untuk meyelenggarakan program
jaminan sosial di bidang kesehatan;

Peserta Individu adalah setiap orang yang
membayar iuran, baik membayar sendiri,
dibayangkan sebagian atau selruhnya oleh
pemberi kerja, ataupun dibaarkan oleh
Negara, guna mengikuti program jaminan
sosial kesehatan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Peserta Kolektif adalah keseluruhan Peserta
Individu yang terhimpun dalam kumpulan
peserta jaminan sosial kesehatan;
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10.

11.

12.
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Pemberi Kerja adalah orang perorangan,
pengusaha, badan, usaha, atau badan lainya
yang mempekerjakan tenaga Kkerja atau
penyelenggara negara yang memperkerjakan
pegawai negeri dengan membayar gaji, upah,
atau imbalan dalam bentuk lainnya:

Pekerja adalah setiap oramh yang bekerja
dengan menerima gaji, upah, atau imbalan
dalam bentuk lain;

Dana Jaminan Sosial (DJS) adalah dana
amanat  milik  Peserta-Kolektif  yang
merupakan himpunan iuran beserta hasil
pengembangannya dan/atau berasal dari
sumber lainya yang dikelola oleh BPJS
Kesehatan untuk pembayaran manfaat bagi
peserta-Individu dan biaya operasional
penyelenggaraan jaminan program Jaminan
Sosial Kesehatan;

luran adalah sejumlah uang yang dibayar
secara teratur oleh peserta, pemberi Kerja,
dan/atau Pemerintah;

Bantuan luran adalah luran yang dibayar
oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang
tidak mampu sebagai Peserta Jaminan Sosial;
Manfaat adalah faedah jamian sosial yang
menjadi hak peserta dan/atau anggota
keluarganya;
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14.

15.

16.

17.
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Fasilitas Kesehatan (Faskes) adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan  perorangan, baik promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitative yang
dilakukan Pemerintah atau masyarakat;
Pemerintah adalah Pemerintahan Republik
Indonesia sebgaimana dimaksud dalam
Peraturan Perundang-undangan;

Prinsip syari’ah adalah ketentuan-ketentuan
atau aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN-
MUI;

Akad hibah adalah pemberian sejumlah dana
dari  Peserta-Individu  kepada Peserta-
Kolektif, dari Pemerintah kepada Penerima
Bantuan luran (PBI), dan/atau dari
Pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai
wakil Peserta kolektif untuk menanggulangi
Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang
bernilai negatif;

Akad gardh adalah pinjaman dari BPJS
Kesehatan Peserta Kolektif untuk
menanggulangi kesulitan likuiditas Dana
Jaminan Sosial Kesehatan atau pinjaman dari
pemrintah kepada Peserta Kolektif untu
menanggulangi kesulitan likuiditas Dana
Jaminan Sosial Kesehatan apabila
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19.

20.

21.

22.

23.
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pemerintah  belum  memiliki  anggaran
Khusus;

Akad mu’awadhat adalah akad usaha antara
BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta
Kolektif dengan Pihak ketiga untuk
mengembangkan Dana Jaminan  Sosial
Kesehatan;

Akad ljarah adalah akad antara BPJS
Kesehatan sebagai wakil peserta Kolektif
dengan Faskes untuk melakukan pelayanan
kesehatan;

Akad Wakalah atau Wakalah bi al-Ujrah
adalah akad antara Peserta-Kolektif dengan
BPJS Kesehatan untuk kegiatan adminitas
dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-
prinsip syari’ah;

Akad Kafalah adalah akad antara BPJS
Kesehatan dengan Peserta Kolektif untuk
menanggulangi  Dana  Jaminan  Sosial
Kesehatan yang bernilai negatif.

Zhulm adalah sesuatu yang mengandung
unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan
merugikan pihak lain; dan

Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang
harusnya dilakukan (ifrat lita ‘addis, atau
melakukan perbuatan yang seharusnya tidak
dilakukan (tafrith litagshir).

Kedua : Ketentuan Hukum
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Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan boleh
dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang
terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad dan Personalia

Hukum

1. Akad antara Peserta-Individu dengan
Peserta-Kolektif ~yang  diwakili  BPJS
Kesehatan adalah akad hibah dalam rangka
saling menolong sesama peserta (ta ’awun);

2. Akad antara Pemerintah dengan Peserta-
Kolektif sebagai Penerima Bantuan luran
(PBI)  adalah  akad hibah,  yang
diserahterimahkan kepada BPJS Kesehatan
sebagai wakil dari Peserta-Kolektif;

3. Akad antara Peserta-Kolektif dengan BPJS
Kesehatan adalah akad wakalah atau akad
wakalah bil ujrah;

4. Akad Wakalah atau akad wakalah bil ujrah
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat
mencangkup pemberian kuasa untuk:

a. Kegiatan administrasi;

b. Pengelolaan resiko;

c. Investasi/Pengembangan DJS;

d. Pembayaran klaim (dari BPJS ke
Faskes); dan

e. Pemasaran (Promosi)/Sosialisasi;

5. Akad antara BPJS Kesehatan dengan pihak
lain dalam rangka pengembangan Dana
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Jaminan Sosial Kesehatan adalah akad
mu’awadhat, baik dala jual-beli, ijarah,
mspum akad yang berbasis bagi hasil;

. Akad anatara Pemerintah dengan BPJS
Kesehatan sebagai Wakil Peserta Kolektif
adalah akad hibah untuk menanggulangi
Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang
bernilai negatif; atau akad qard apabila
pemerintah  belum memiliki anggaran
Khusus;

. Akad antara BPJS Kesehatan dengan
Peserta-Kolektif adalah akad kafalah atau
akad gardh untuk menanggulangi Dana
Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai
negatif;

. Akad antara BPJS Kesehatan dengan
Peserta-Kolektif adalah akad kafalah atau
akad gardh untuk menanggulangi kesulitan
likuiditas asset Dana Jaminan Sosial
Kesehatan;

. Akad antara Pemerintah dengan BPJS
Kesehatan sebagai wakil peserta-kolektif
adalah kafalah atau gardh dalam hal BPJS
Kesehatan tidak dapat meberikan talangan,
atau dapat memberikan talangan namun tidak
mencukupi untuk menanggulangi kesulitan
likuiditas asat dan Dana Jaminan Kesehatan;
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10. Akad BPJS Kesehatan dengan Faskes adalah
akad ljarah.

Keempat : ketentuan umum Terkait luran

dan Layanan

1. BPJS Kesehatan gharus memberikan
kemudahan bagi semua peserta BPJS di
seluruh wilayah Indonesia untuk
mendapatkan pelayanan yang baik sesuai
dengan hak mereka;

2. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-
Kolektif wajib memberikan informasi yang
jelas kepada peserta Individu terkait jumlah
iuran dan manfaat atau cakupan layanan
fasilitas kesehatan yang ditanggung (jenis
layanan, tingkat layanan, tenaga medis,
penunjang diagnostik, obat, bentuk-bentuk
terapi, dan biaya-biaya layanan kesehatan
lainnya);

3. BPJS Kesehatam sebagai wakil Peserta-
Kolektif wajib bertanggungjawab untuk
mengupayakan agar besaran pembayaran
imbalan dan membayarkanya kepada fasilitas
layanan kesehatan (Faskes) melalui sistem
yang adil dan transparan;

4. BPJS  Kesehatan wajib  menunaikan
kewajibannya dengan baik kepada Faskes
sesuai perjanjian;
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Faskes wajib memberikan layanan kesehatan
kepada Peserta-Individu sesuai prinsip-
prinsip syariah serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku wajib menolong
pasien dan dilarang menolak dan/atau
mengabaikannya,;

Faskes/Rumah sakit wajib memberikan
imbalan jasa yang berasal dari BPJS
Kesehatan kepada dokter dan paramedik
serta semua unsur di dalam Faskes sesuai
dengan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip
syariah serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait Dana Jaminan
Sosial Bernilai Negatif

1.

2.

Pemerintah wajib menghibahkan menutupi
negatif DJS;

Dalam hal Pemerintah belum memiliki
alokasi anggaran untuk menanggulangi DJS
bernilai negatif, pemerintah dapat
menalanginya dengan akad gardh; dan
Dalam hal pemerintah belum menghibahkan
dana untuk mencukupi DJS yang bernilai
negatif, maka BPJS Kesehatan wajib
memberikan dana talangan kepada DJS
dengan menggunakan akad gqardh atau
kafalah;
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Keenam : Ketentuan terkait Kesulitan

Likuiditas Aset Dana Jaminan

Sosial
BPJS Kesehatan dapat memberikan talangan
berdasarkan akad kafalah atau gardh kepada
asset DJS untuk menanggulangi kesulitan
likuiditas;
Dalam hal BPJS Kesehatan tidak dapat
meberikan talangan, atau dapat meberikan
talangan namun tidak mencukupi untuk
menanggulangi kesulitan likuiditas asset Dan
Jaminan  Kesehatan, Pemerintah  dapat
memberikan talangan berdasarkan akad
kafalah atau gardh;

Ketujuh : Ketentuan terkait Penempatan dan
Pengembangan DJS

1.

2.

BPJS Kesehatan wajib memiliki rekening
penampungan DJS pada bank syariah

BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-
Kolektif wajib melakukan pengelolaan
portofolio DJS sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah

BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-
Kolektif tidak boleh mengembangkan DJS
pada kegiatan wusaha dan/atau transaksi
keuangan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah; dan
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4. BPJS Kesehatan sebagai wakil Peserta-
Kolektif dalam upaya mengembangkan DJS
harus menggunakan akad-akad yang sesuai
prinsip-prinsip syari’ah.

Kedelapan : Ketentuan terkait Sanksi

1. BPJS Kesehatan Sebagai boleh mengenakan
saksi (ta’zir) kepada Pemberi Kerja atau
Pesrta-Individu dengan ketentuan berikut:

a.

b.

Apabila pemberi Kerja atau Peserta-
Individu terlambat membayar iuran
karena lalai, amak boleh dikenakan
sanksi (ta zir);

Apabila pemeberi kerja atau Peserta-
Individu terlambat mebayar iuran karena
sebab yang benar menurut syariah dan
hukum (missal karena kendala teknis
operasional, kesulitan keuangan yang
sangat atau karena ketidaktahuan), maka
BPJS kesehatan tidak boleh mengenakan
sanksi;

Tingkatan berat atau ringannya saknksi
(ta’zir) dapat diberlakukan sepadan
dengan jenis dan tingkatan
pelanggarannya; dan

Dana sanksi (ta zir) wajib diakumlasikan
ke dalam Dana Jaminan Sosial

2. BPJS Kesehatan boleh dikenakan saksi
(ta zir) karena terlambat dalam pembayaran
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imabalan kepada Faskes sesuai nilai syariah
serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
3. Dana sanksi (ta zir) sebagaimana pada angka
2 diatas wajib dipergunakan untuk Dana
Sosial;
Kesembilan : Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian sengketa di antara para pihak
dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat.
Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui
lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
syariah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”’

2. Hasil Keputusan Fatwa Lembaga Bahsul
Masail Nahdlatu Ulama (LBM-NU) tentang
BPJS Kesehatan

Keputusan Muktamar Nahdlatu Ulama
Ke-33 dilaksanakan di jombang pada tanggal 1-5
agustus  2015/16-20  Syawal 1436 H,
mengemukakan bahwa BPJS kesehatan adalah
badan hukum dibentuk de ngan undang-undang
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

% Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XX1/2015.
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menyelenggarakan ~ jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.>®

BPJS  Kesehatan  bersama  BPJS
Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek)
merupakan program pemerintah dalam kesatuan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.
Unruk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak
tangga; 11 januari 2014 sedangkan BPJS
Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 juli
2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama
Akses (Asuransi Keseahatan), yang dikeloala
oelh PT. Akses Indonesia (Persero), namun
sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang
BPJS PT Akses Indonesia berubah menjadi BPJS
Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.>

Apapun azas asuransi BPJS adalah
kemanusaian. Manfaat dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip nirbala,
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanat.
Dan program-programnya, meliputi jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

%8 hhtp;//muktmarnu.or.id/category/komisi. Diakses pada

tanggal 12 April 2022

% Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil
Muktmar Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta’lif Wan Nasyr PBNU,
2016) 115.
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Setiap warga negara Indonesia dan warga asing

yang sudah berdiam di Indonesai selama

minimal enam bulan wajib menjadi anggota

BPJS. Ini sesuai Pasal 14 UU BPJS. Setiap

perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai

anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga
yang tidak bekerja pada perusahaan wajib
mendaftrakan diri dan anggota keluarganya pada

BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran

yang besarnya ditentukan kemudian, sedangkan

bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung
pemerintah melalui program bantuan iuran. BPJS
berwewenag menempatkan dana jaminan sosial
untuk investasi dana alokasi di berbagai lini,
diantaranya saham bursa efek, real estate, tanah,
bangunan dan lokasi investasi lainnya.®

Mengenai penerapan denda keterlabatan
pada BPJS Kesehatan menghasilkan keputusan
sebagai berikut:

a. Selama ini dana BPJS Kesehatan disetorkan
di bank konvensional, dalam Keputusan
Munas Alim Ulama di Bandar Lampung
Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25
Januari 1992 M telah diputuskan bahwa
menurut Nahdlatul Ulama hukum bank

8 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil
Muktamar Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta’lif Wan Nasyr PBNU,
2016) 116.
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konvensional adalah khilaf: halal, mubah,
syubhat.

b. BPJS seuai dengan konsep syariat Islam dan
masuk dalam aqad ta 'awun.

c. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua
warga Negara mengikuti program BPJS,
dengan catatan bagi yang msikin biaya
ditanggung oleh pemerintah.

d. Boleh dikenakan denda atas keterlambatan
membayar iuran bagi yang mampu
membayar

e. Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi
memenuhi kebutuhan danan dan kesehatan,
namun jika investasi pada sektor yang jelas
haramnya atau masih diragukan kehalalnya
maka hukumnya haram.”*

Dasar Hukum yang digunakan Muktamar Nahdlatul
Ulama Ke-33 adalah:
1. Qur’an Surat Al-Maidah [5]: 2:
sl QYT e 1A S o Dl e ) S5l
(2/5 B2\

Artinya: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) leabjikan dan tagqwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat

61 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil
Muktamar Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta’lif Wan Nasyr PBNU,
2016) 117.
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dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-
Maidah [5]: 2).
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim:

alu 5 agle A e &0 9 sl 98 ddwwuw‘uf—
ee-ﬁhl-'-u pga3I iy A8 J15i oa A58 B Gula Sl i)
Sl il A 2135 Biad Ada 0511 Aualifjla
(A3 gl
Artinya: “Perempuan kaum mukmmm dalam
cinta-mencintai,  sayang-menyayangi
dan bahu-membahu, seperti satu tubuh.
Anngota tubuhnya sakit, maka seluruh
anggota tubuhnya yang lain ikut
merasakan sakit juga, dengan tidak bisa

tidur dan demam”.%?

3. Tafsir Al-Baghawi:

(s S5 al) Anglia ) 1 { s s OB} asrau ol si

AV JB{ 3y w2 08 | 533} Sil: Jds ge-m Al

i) 25 g1 g caMals

Acadl; gl gandl g Aanall; a1z g callall: o) gaadl g  JASY)
Artinya: “Dan tolong-menolonglah” atau: untuk
menganjurkan kamu dari sebagian

lainnya, “dalam mengerjakan kebajikan

dan taqwa” dikatakan: kebaikan itu
mengikuti apa yang diperintahkan (oleh

82ghahih. HR al-Bukhari (no. 6011), Muslim (no.2586) dan
Ahmad (1V/270), dari Sahabat an-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu
‘anhu, lafazh ini milik Muslim.
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Allah  dan Rasulnya), dikatakan:
kebaikan itu adalah Islam, sedangkan
tagwa adalah Al-Sunnah. “Dan jangan
tolong menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran” dikatakan: dosa
merupakan kefurukan dan pelanggaran
adalah mengada-ada.” ®
4. Kitab Al-Figh Al-Islamiy Wa Adillatuh:

1204/5:450 gaadluy) gail)

2 ol Ao palddi Bas 3l o o4 1A gl L) L

pdaf qusaai o A ) puaY) g gl Uima (81 550 agla S

Aolal) 8L B gaadail) JilB g (ae sl (g8a3 )

Artinya: “Adapun asuransi tolong menolong

(kooperatif) adalah beberapa orang

sepakat agar masing-masing dari mereka

membayar saham uang dalam jumlah

tertentu dengan tujuan untuk

memberikan kompensi bagi anggota

yang terkena musibah tertentu asuransi

semacam ini secara praktik jarang
digunakan.” o4

Berdasarkan hal ini, maka berdirilah berbagai

perusahaan—perusahaan asuransi kooperatif di Sudan

dan di negara lain. Kemudian ternyata perusahaan-

perusahaan asuransi kooperatif itu terbukti mampu

®[mam Husain bin Mas’ud Al-Baghawi, Ma’alimut Tanzil
(Tafsir al-Baghawi), Jilid 1l, Kairo: Daar Tabiah li al—Nasyr wa al-
Tauzi’, 1997), 90.

8\Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamiy Wa Adillatuh,
(Damasqus: Dar al-Fikri, 2003), 203.
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menunjukkan kesuksesan kerja dan tugas-tugasnya,

meskipun berbagai pakar hukum konvensi onal

menilainya sebagai perusahaan asuransi
konservatif.%

Keabsahan Akad Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

Keabsahan suatu akad dapat dikatakan
sahnya suatu akad apabila memenuhi syarat akad
tambahan seprti yang penulis jelaskan pada bab
sebelumnya, akan tetapi ia belum dipandang syah
jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang
terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

1. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara
bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut
dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap
fasid.

2. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat
(merugikan).

3. Bebas dari ghahar, adalah adanya tipuan yang
dilakukan oleh parah pihak yang berakad.

4. Bebas dari riba.

Dari keempat syarat keabsahan tersebut akan
menentukan syah tidaknya seebuah akad. Apabila
sebuah akad tidak memenuhi empat syart tersebut,
meskipun rukun dan syarat in’inqad sudah terpenuhi,
akad tidak syah dan disebut akad fasid.

%Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamiy Wa Adillatuh,
(Damasqus: Dar al-Fikri, 2003), 209.



68

Dijelaskan juga dalam kaidah fikih yang
khusus dibidang muamalah antara lain sebagai
berikut:

AT 8 008 0 &) ) ASy) Ala ) b il
Arinya : “Hukum asal dalam semua bentuk
muamalah adalah boleh dilakukan kecuali

ada dalil yang mengaharamkannya”
Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap
muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh,
seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama
(mudharabah dan musyarakah), perwakilan dan lain-
lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti
yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan
riba.”®
Sy § L) L ARGy Al im il b Y

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah
keridhaan kedua belah pihak yang
berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya
yang diakadkan”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan

prinsip. Oleh karena itu. Transaksi barulah sah
apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah
pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah
satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau
juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad
sudah meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak

% A. Djazuli, kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum
Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis (Jakarta:
Kencana. 2017) 131
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merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka
akad tersebut bisa batal.’” Contohnya seperti
pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh
penjual karena barangnya terdapat cacat.

Jadi dapat dipahami dari kedua kaidah
tersebut bahwasanya sah atau tidaknya suatu akad
tergantung pada akad itu sendiri, kesepakatan kedua
belah pihak apakah mengandung kemudharatan dan
mengandung unsur riba atau tidaknya. Jika dilihat
dari kedua lembaga fatwa tersebut telah sepakat
bahwasannya akad yang dipakai adalah akad
ta’awun (tolong-menolong), akan tetapi DSN-MUI
lebih detail membahas mengenai akad ini.

Maka dapat disimpulkan dari hasil ketetapan
kedua lembaga fatwa tersebut, LBM-NU dalam
fatwanya menjelaskan BPJS sudah sesuai dengan
dengan syariat islam dan masuk kedalam akad
ta’awun dan status hukumnya menjadi mubah.
Sedangkan DSN-MUI dalam fatwanya menjelaskan
tidak sesuai dengan prinsip syariah karena
mengandung unsur riba dan gharar, jadi keabsahan
akad dari DSN-MUI dapat disbut akad fasid (akad
yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi
dilarang syara’) dan status hukumnya menjadi
syubhat.

A, Djazuli, kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam
dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis (Jakarta:
Kencana. 2017) 132



70

C. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI dan LBM-
NU
1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI)

Metode penetapan fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Syariah dimulai dari dasar-dasar

penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua

pasal 2 yang berbunyi:

a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai
dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang
Mu tabarah, serta tidak bertentangan dengan
kemaslahatan umat.

b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan
Sunnah Rasul sebgaimana ditentukan pada
Pasal 2 Ayat 1, keputusan Fatwa hendaknya
tidka bertentangan dengan [jma’, Qiyas, dan
Mu ‘tabar dan dalil-dalil hukum yang lain.
Seperti Istihsan, Masalih, dan Saddu al-
Zdhari’ah.

c. Sebelum mengambil keputusan Fatwa
hendaklah tidak ditinjau pendapatat-pendapat
para dalil-dalil hukum maupun yang
berhubungan dengan dalil yang dipergunakan
oleh pihak yang berbeda pendapat.
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d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang msalah
yang akan diambil Keputusan Fatwanya,
dipertimbangkan.®®

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

(LBM-NU)

Dalam memutuskan sebuah  hukum,
sebagaimana ddimaklumi, Nahdlatul Ulama
mempunyai sebuah forum yang dinamakan
Bahthul Masail yang dikordinasikan oleh
lembaga legislatif. Forum ini  bertugas
mengambil keputusan tentang hukum-hukum
Islam. Bahthul Masail Muktamar NU Ke-33
dalam hal ini mebahas mengenai hukum asurasi
BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Jombang
pada tanggal 1-5 agustus 2015/16-20 Syawal
1436 H. proses Istinbat Bahthul Masail
Muktamar Nu Ke-33 mengenai hukum BPJS
Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Masalah dibahas di dalam Lajnah Bahthul
Masail yang dihadiri ulama, anggota Syuriah
dan para pengasuh pondok pesantren yang
tidak ada di dalam naungan Nahdlatul
Ulama.

b. Semua anggota yang hadir telah
mempersiapkan pendapat dan rujukan dalil.
Pada umumnya mengikuti rujukan Imam

% Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. U-596/MU1/1997,
Pasal 2.



72

Syafi’l karena mazhab ini paling banyak
diikuti. Jika pendapat imam Syafi’i tidak
tersedia maka mengambil rujukan lain yang
masih dalam ruang lingkup empat mazhab.
Yaitu: Syafi’l. Maliki, Hambali, dan Hanafi.
Dalam kasus dicukupi oleh adanya kasus
dalam mu ’tabarah kitab dan disana terdapat
satu gaul maka, dipakai gaul sebagaimana
yang diterangkan dalam kitab mu ‘tabarah.
Proses pemilihan salah satu pendapat
dilakukan dengan cara mengambil pendapat
yang lebih maslahat atau yang lebih rajih
(kuat).
Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus)
setelah mempertimbangkan latar belakang
dan dampaknya di segala bidang keputusan
ini mempertimbangkan:
1) Status hukum
2) Dasar dari ajaran ahlu as-sunnah wa al-
jama’ah
3) Hukum positif (hukum negara yang
berlaku saat ini).
Setelah itu dapat menghasilkan keputusan
yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Mengandung unsur diktur putusan yang
bisa dipahami dan dituju secara langsung
oleh orang awam.
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2) Setiap keputusan sedapat mungkin
dengan analisis masalah yang
menerangkan rincian persoalan dan
pemecahan dengan bobot ilmiah yang
memadai.*®

D. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama
(LBM-NU) tentang BPJS Kesehatan
1. Persamaan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama
(LBM-NU) Tentang BPJS

Berdasarkan hasil Keputusan Fatwa DSN-

MUI tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33
tentang BPJS memiliki persamaan mengenai
dasar penetapan yang digunakan oleh keduanya
yaitu firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-
Ma’idah ayat 2 yaitu yang berbunyl

Al el Yy A e \}m | gials ol @ iia
‘).73.1)\35\ Y L;A@J\ N u}z_m e\);l\ g_u.ﬂ\ Cale
Yy 1 ddaials em; 135 Ulpla s ) on Sliad
ol oAl aatall e esﬁm o o Hlis 2K 5
Y1 e 1 AaEY Sy S8y Dl e ) ilads )N

% Busyairi Harits, Islam NU, (Khalista: Surabaya, 2010), 36.
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2/5 sailall) el Al @) G d )80 olsdad)
) Slaadl 2 8] 59l Ol sandl

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu melanggar shi’ar-
shi;ar Allah, dan jangan melanggar
kehormatan bulan-bulan haram. Dan
jangan  (mengganggu)  binaatang-
binatang had-nya, dan binatang-
binatang galaid, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang
mengunjungi Baitullah sedang mereka
mencari karunia dan keridaan dari
Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka
bolehlah  berburu, dan janganlah
sekali-kali ~ kebencian(mu)  kepada
sesuatu  kaum  karena  mereka
menghalang-halangi kamu dari
Masjidil Haram, mendorongmu
berbuat aniaya (kepada mereka) dan
tolong menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa,
dan jangan tolong-menolonglah dalam
berbuat dosa dan pelanggaran.Dan
bertagwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya. (QS. Al-Ma’idah [5]: 2).
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Dari dasar hukum di atas dikemukan
dalam muktamar NU Ke-33 dalam hasil
keputusannya tentang konsep hukum asuransi
BPJS Kesehatan bahwa BPJS kesehatan termasuk
kedalam akad ta’awun yang merupakan konsep
tolong menolong dalam  kebaikan  dan
ketagwaan.”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh
DSN-MUI dalam fatwa No0.98/DSN-
MUI/X11/2015 Tentang Pedemoan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, antara lain:

a. ljma Ulama
Adapun dalil ijma adalah
sesungguhnya kaum muslimin di setiap
tempat dan waktu telah bersepakat untuk
saling tolong-menolong, menanggung,
menjamin dan mereka bersepakat untuk
melindungi orang-orang yang lelah, menolong
orang-orang yang terdzalimi dan membantu
orang-orang yang teraniaya.”*
b. Dalil Aqgli
Adapun dalil agli untuk sistem jaminan
sosial adalah telah diketahui besama bahwa
masyrakat yang berpedoman pada asas
individunya saling menjamin satu sama lain,

"Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil Muktmar
Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta’lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 117.

"Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XX1/2015.
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dan wilayahnya merasakan kecintaan,
persaudaraan serta mendahulukan
kepentingan orang lain, maka hal tersebut
membentuk masyarakat yang kokoh, kuat dan
tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan
yang terjadi.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa
antara Hasil Keputusan Fatwa DS N-MUI
Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggara
Jaminan Soasial Kesehatan Syariah dan
Muktamar NU Ke-33 tentang Asuransi BPJS
Kesehatan memiiki persamaan yaitu:

1) Merujuk pada al-qur’an surat al-Maidah

ayat 2.

2) Merujuk pada kitab mu tabarah dan Sahih

Muslim

3) Membuat keputusan bahwa  BPJS

Kesehatan menggunakan konsep tolong-

menolong.

Dari hasil dari kedua fatwa tersebut
menyebutkan bahwasannya akad yang dipakai
adalah akad ta’awun, akan tetapi di fatwa DSN-
MUI mebahasa tentang akad lebih detail.

"Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XX1/2015.
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3. Perbedaan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan
Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama
(LBM-NU) tentang BPJS

Selain memiliki persamaan, Fatwa DSN-MUI
tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Stariah dan Muktamar
NU Ke-33 tentang Asuransi BPJS juga terdapat
beberapa perbedaan yaitu:

1. Kesesuaian konsep praktik BPJS Kesehatan
dengan prinsip syariah
Menurut Fatwa DSN-MUI
penyelenggaran jaminan sosial oleh BPJS
terdapat beberapa penyimpangan dari sisi
Hukum Islam diantaranya penampungan DJS
pada bank kovensional yang status hukumnya
masih khilaf serta dalam pengelolaan dana
oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan
dana tabarru dengan dana bukan tabarru.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa DSN-MUI berharap kedepannya
pemerintah  mebentuk BPJS  kesehatan

Syari’ah yang menerapkan model asuransi

syariah dan dalam operasionalnya diawasi
oleh Badan Pengawas Syari’ah (BPS) oleh

Dewan Syari’ah Nasional (DSN).

Sedangkan dalam keputusan Muktamar

NU Ke-33 disebutkan bahwa BPJS sesuai
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dengan syariat Islam dan masuk dalam akad
ta’awun. Yang didasarkan pada kitab al-Figh
al-Islani Wa Adillatuh karangan Wahab
Zuhaili yang artinya:
“Adapun asuransi tolong-menolong (ta’awun)
adalah beberapa orang sepakat agar masing-
masing dari mereka membayar saham uang
dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk
memberi kompensasi bag anggota yang
terkena musibahtertentu”"®

Dari  pernyataan tersebut dapat
diketehaui bahwa menurut Muktamar Ke-33
NU hukum denda dalam BPJS Kesehatan
(ta’awun) adalah boleh dalam Islam, karena
denda kesehtan dalam BPJS Kesehatan ini
termausk kategori sumbangan, dan juga
termasuk dalam kategori tolong-menolong
dalam hal kebaikan.™

2. Penetapan hukum mengenai penerapan denda

oleh pemerintah kepada peserta atas
keterlambatan ~ membayar iuran  BPJS
Kesehatan.

Menurut hasil keputusan Fatwa DSN-
MUI peneyelenggaraan jaminan sosial oleh
BPJS, dalam prakteknya masih mengandung

®Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamiy Wa Adillatuh,
(Damasquas: Dar al-Fikri, 2003), 203.

™sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, Hasil-hasil Muktmar
Ke 33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta’lif Wan Nasyr PBNU, 2016) 117.
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maisir, dan gharar, sehingga menurut analisis
penulis hukumnya jadi syubhat. Tentan denda
tersebut dasar hukum yang digunakan adalah
Fatwa DSN-MUI No. 43 Tentang ta 'wid,
dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa’:
“Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pipah
yang dengan sengaja atau karena kelalaian
melakukan sesuatu yang menyimpang dari
ketentuan akad dan menimbulkan kerugian
pada BPJS Kesehatan”

Hal ini menunjukan bahwa dalam
BPJS Kesehatan ganti rugi atau denda hanya
boleh diterapkan jika menimbulkan kerugian
pada pihak lain. Selain itu hasil keputusan
MUI menggunakan dasar hukum dalam fatwa
DSN-MUI No. 21 tentang pedoman Asuransi
Syari’ah yang menjelaskan pada bagian
pertama ketentuan umum yaitu:
“Asuransi Syari’ah (ta;min, takaful, atau
tadhamun) adalah usaha saling melindungi
dan tolong-menolong diantara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk
asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi resiko

" Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ta’wid. 2



80

tertentu melalui akad’® (perikatan) yang sesuai
dengan syari’ah”

Pada ayat 2 juga disebutkan bahwa:

“Akad yang sesuai dengan syar’iah dalam
ayat (1) adalah yang tidak mengandung
gharar (Penipuan), maysir (perjudian), riba,
zhulm (penganiayaan), rishwah (suap), barang
haram dan maksiat.”"’

Sehingga dapat disimpulkan bahwa
denda atas keterlambatan pembayaran BPJS
Kesehatan menurut fatwa DSN-MUI adalah
tidak sesuai ddengan prinsip syariah
dikarenakan ketetapan denda 2% yang
merupakan tambahan akibat saksi
administratif, dan mengandung unsur gharar
dikarenakan tidak dijelaskan mengenai fungsi
denda tersebut dan mengenai penggunaan
dana denda tersebut serta kerugian yang akan
ditimbulkan jika peserta terlambat membayar
iuran BPJS Kesehatan.

Sedangkan menurut Muktamar NU
Ke-33 penerapan denda oleh pemerintah
kepada peserta BPJS Kesehatan atas
keterlambatan pembayaran iuran adalah boleh

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XX1/2015.

" Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI, No: 98/DSN/MUI/XX1/2015.
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bagi yang mampu membayar dengan dasar

hukum hadits riwayat Bukhari dan Musllm
348 0 o di g g 0 dawwu‘-ﬂﬂ-ﬁ‘uﬁ
pad) g a4 3359 4a I3 (B Gola a1 (ha): ol
Al 215 piab e K551 1)) camall ia agdlilady
(D iy
Artinya: “Perempuan kaum mukminin dalam
cinta-mencintai, saying-menyayangi
dan bahu-membahu, seperti satu
tubuh. Jika salah satu anggota
tubuhnya sakit, maka seluruh
anggota tubuhnya yang lain ikut
merasakan sakit juga, dengan tidak

bisa tidur dan demam”.”

Dari hadits tersebut dapat diketahui

bahwa penerapan denda tersebut dimaksudkan
agar setiap peserta dapat membayar iuran
tepat waktunya, sehingga apabila salah satu
anggota merasakan sakit, maka seluruh
anggota lainya juga merasakan hal yang sama,
sehingga diperbolehkan bagi yang mampu
membayar.

Maka dari itu dapat diambil
kesimpulan oleh peneliti perbedaan anatara
hasil Keputusan Fatwa MUI Tahun 2015
tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan

"8 Shahih. HR al-Bukhari (no. 6011), Muslim (n0.2586) dan
Ahmad (1V/270), dari Sahabat an-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu
‘anhu, lafazh ini milik Muslim.



82

Sosial Kesehatan Syari’ah dan Muktmar NU

Ke-33 Tentang BPJS kesehatan adalah:

a. Kesesuai konsep dan praktik BPJS
Kesehatan dengan prinsip syari’ah Islam
Menurut Fatwa DSN-MUI, pengelolaan
dana olen BPJS Kesehatan tidak ada
pemisahan dana tabbaru dan bukan dana
tabbaru. Sedangkan menurut Muktamar
NU Ke-33 sesuai dengan syariat Islam.

b. Penetapan hukum mengenai penerapan
denda oleh pemerintah kepada peserta atas
keterlambatan membayar iuran BPJS
kesehatan
Menurut Fatwa DSN-MUI denda atas
keterlambatan pembayaran iuran BPJS
dalam prakteknya masih mengandung
unsur maisir, dan gharar, sehingga
hukumnya jatuh jadi syubhat. Sedangkan
menurut Keputusan Muktamar NU Ke-33
penerapan denda atas keterlambatan
pembayaran iuran BPJS diperbolehkan
bagi mampu membayar.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis paparkan
mengenai Keabsahan Akad BPJS Menurut Fatwa

DSN-MUI  dan LBM-NU, penulis menarik

keseimpulan menjadi beberapa point penting yang

menjadi inti dari pembahasan skripsi ini.

1. Keabsahan akad dari kedua lembaga fatwa
tersebut sama-sama memakai akad ta’awun yang
membedakan DSN-MUI lebih detail membahs
mengenai akad, dan status hukum dari kedua
fatwa tersebut berbeda, LBM-NU mengatakan
sudah sesuai syariat dan hukumnya mubah,
sedangkan DSN MUI mengatakan BPJS masih
mengandung gharar dan riba sehingga status
hukumnya menjadi syubhat.

2. Metode yang dipakai oleh DSN-MUI adalah
metode I[jtima’ hukum yang bersumber dari 5
sumber hukum vyaitu, AL-Qur’an, Hadits, Iljima’,
giyas, dan Istihsan. Sedangkan LBM-NU
memakai metode Istinbat hukum Qauly, llhaqgy,
dan Manhaji.

3. Persamaan tentang mengenai hukum BPJS
khususnya mengenai konsep BPJS kesehatan
yaitu membuat keputusan BPJS Kesehatan
menggunnakan konsep tolong menolong dan

83
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akad ta’awun. Sedangkan perbedaan mengenai
hukum BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

Menurut Fatwa DSN-MUI, pengelolaan
dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan
dana tabarru dan bukan tabarru. Sedangkan
menurut Muktamar NU Ke-33 sudah sesuai
dengan Syariat Islam.

Menurut Fatwa DSN-MUI denda atas
keterlambatan iuran BPJS dalam prakteknya
masih mengandung unsur maisir dan gharar,
sehingga hukumnya jatuh jadi syubhat.
Sedangkan menurut Keputusan Muktamar NU
KE-33 penerapan atas keterlambatan
pembayaran iuran BPJS diperbolehkan bagi yang
mampu membayar dan hukumnya menjadi
mubah.

B. Saran
Dari Pembahasan yang telah penulis uraikan
maka dapat dikemukakan saran dari hasil penelitian
yaitu :

1. Langkah yang harus diambil pemerintah dan
pengelola BPJS Kesehatan adalah membuka
dialog dengan MUI untuk memberi masukan
komprehensif sehingga komisi fatwa MUI bisa
mendapatkan informasi langsung dari BPJS
terhadap bahan kajiannya untuk dilakukan
tabayyun (cek dan ricek) soal BPJS Kesehatan.
Kalaupun MUI tetap menyarankan sistem syariah,
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tentu akan lebih mudah mengonversinya ke
sistem BPJS syariah apabila sudah terjalin dialog
sebelumnya.

. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki
sistem konvensional menjadi sistem BPJS
Kesehatan yang syariah.

. Kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan
lagi mutu pelayanan yang baik terhadap seluruh
masyarakat Indonesia secara adil dan tidak
membeda-bedakan antara pihak yang satu dengan
pihak yang lainnya.
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FATWA
! DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: Q/DSN-MULXIN2015
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH
o AWy
Dewan Syariah Nusional - Majelis Ulsma Indovesia (DSN-MUT} seteluh,
Mealmbang 1 . hahwa jaminan sosial keschmen yang diselenggarakan oleh Negnm
berdasarkan  p perundang-undesgan  bemaantant  bagi

masyurka;

b buliwa pemyeleeggaran amimn sosinl kesehatan sefoma ini tidsk
sesuani - svarioh  Karens mesgandung  unsur nbo  dam ghaoir
wehogaimany - keputusan  fjtima'  Uloma  Komisi  Fatwa  MUI
se-Indonesin ke-5 Tubam 2015 di Tegal, Jawa Tengah;

c. bahwa masyurkat memeriukan pesyelesggunan juminan  sosiad
keschatan yang sesunl desgan sysnah;

d. bahwa derdasarkun pertimbangan sehay Deneksod ditum
hurul’ w, hura! b dan horut' ¢ perdu ditctaphan ftwa Podomen
Porychenggimian Jutinan Sosinl Keschutan yung sevnl dengan
Svarish Isdam wntuk dijadikee pedonan;

Mengingnt : 1. Finman Allah sowot:
a Q8. akNisa' [4]: 58:

!y o b Sl dn
“Seaungpulm Aleh semureh by sespaspaikon emanar
hepacks yang herkak menerimanya .
b, QS al-Ma'shah [$): 11
e ity g 55l
Mot armygswrany yamgberimum ' Tomibandak ahad-okodd i .~
© QSal-lsm’ [17): 34
o Nl S Y 3
U Onam ewmalkaelah panyishargt d, servmggaeon Joit deu akan
dlanlovats persamgangowahan..,

D Syariah N I~ Mafeits (o . A«
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9 Poduman Perpelempgaran Ji fivan Sasil Kesoh Syardah

. QS al-Nisa” [4]; 29:
15 E 5% 3y Jeddy 28 280 il 9t b Gl
1

" Mol ovamgoraeg pame herimna! Sangondah kaellan mesakm

(mergambil) hartn ovang lekn secara Ranl, ecuall jiha berupa
erdagangan yeng dilanden? atas swkaorela df antara katian,,.

e QN al-Hasyr [594: 1X:

e gl S0 o8y Bt b gl
Wk arang yang desiman! Beestwaloh hpoada Allal dan
tenakicals setiap dliri memperhatibon apa yang telaft dibwa unrk

£ QS Al-Baqumh [2]: 177:
dy 2t 3 o 1K pady i g sass 1 3 o )
il g o o Db s i sy iy <y
RS g it s D 35 Calitedy o s sl g
Sl 5 Lo oty g iy A ) 2l byl
R UFT TR E RO |
* Beckandoy memphadapkan wayehwe ke arah some dun barar it
suary bebatibar. okan retapl sesangeuiviyg kebaytkan M lalak
Derivean kepads Allak. har? ke, sealaliboe-moladba, kitah-
Kiad, mahi-nahd dan memberiban Aurta yoang dicinmelm tepuds
Kerudumya anab-aral iy ararg-orang miskin, madle (ung
smemeriulim pertalongun dun oramg-oraeg Mg ssminia-ttinte;
dan (memerdobakan) howba safage, momdivikon shalar, dar
e rrnathan :dn' dan orang-ovang yavg menganl jangine

wvang-ovang yang hemar (lanmy); dow mereka indak anang-
avany yang bertabwe.

g Q8. Al-Nia' 4] 36:39:
Al ol gay tdy gadhy @3 o 52 N D iy
U et 23 A ootatn B dy gl g il ey
Sy Syl ol il VI 8 10 0 Y D By 0 2

g 0 1 S iy it v 0 20 1 b2y ek,
“Seabeoblath Allah shire janganih kidian mempersvkstokan-Nya
dheregam svsuatapun o derbaay haiklah Sepasta dua ovang -

Dewar Syariah Nassonal - Mayelis (lawa fmbomes i A\«
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bepxok.  farib-keviobyt, ovok-awak  yavim,  oramg-aramg  awiskin
teranggie yareg dekar dan teramgga vavg fauh. dow fesan sejawa,
Thou suhll dan Mawebe sabayonu Sesssppsabvnse Allah tdak
mespwkal  ovang-ovany  yang  sowbowy  dan wemhangpa-
Soveppadam el (Yaing geaeg-oramg vy Kikiv, dan menywesh
o faine Serdaar Kikie, dow menmyembmpibon Sovsmia Allol
yang delah Bberikan-Nyst Aepods woreka. dawe Kowi el
merpyecliakon ek ovoeg-orang kafir sibxa yarg menghinakon ”
Q5. Al-Munstabanah [60]: 8-
O i Le SR B L g gl 4 b o B ity
"1 A"lu.‘..;ia!ub”.,:ps u,.‘:.s
VAN tikak medarang dalian weeek derbuar dak dove derfwby gl
rerhadap ovang-orang vang tadd meserangima Karena dgowat

o gidak b menpusic  komu  kofiaw  davi  seperimn
Sexsmppaton Allab menvakal orang-orang g deruar all!

2. Hidis Nabvi 32w
o Hadis Nabi saw. rwaynst Thou Mujsh dari ‘Ubadsh bin al-

Shamit r.a., rivayst Ahmad dors rom * Abbas ra. raayat Malik
dari bapaknys Yahya al-Mazim ra., dan dwsymt al-Hakim dan
al-Dar al-Quthed dari Abu Sa'id &-Khudriy ra-
SR

SRk Bafel meavboladonwermgiban ovang kain e ridok
Ivaledr (i) meaivalas dadare (Rerugiom yang ditimbuiban ofeh
awaamg ki) dkevogane bt (parbeatcan yimr meragikamp), ©
Hadis Nohi sow reuyatal-Hakim dan of-Baibagi & Thin
Abbas ra.:
R e

e 0 S0y RS 13 et (20 1
“daobillaly besempatan b Jima fowdint sebrluw dang
sokitw, kayone seheluw aviskinm, wokty lwangwy sedelum
Bukmise chan Ay Py -
Hadis Nabi s.u.w. riwayat Tha Hibbee darl bapaknya Ja'for bin
Ame o, riwayal o)-Tomsidzs dan al-Baihagh duri Anas bia
Malik e, ¢
5 Wi 0 ey oot e 0 e s o
S uy Devtania bepnnke Rasulallah o kot s,
ekl sy (hafeh il kame (1ivkad tikar) waur sape

Dxeware Syarfoh Nestosal - Mapells Ulavwa frudomesis

)p
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bermdiare B otkul  (Kepada  Allahp?.  Rasuinifah s.6.w.
dersabaie  Booelah o dan derunvakalloh epode Allah).

Hadis Naby saw, riwayat al-Tomidal dael kakeknya “Amr bin
“Auf al-Mozand, dan tiwayut al-Hakim dan kakekma Kaisir bin
Abdilkah bém ame bin “Aun ra

Spnteehy e el gt 9 e sl Y oateoh oz e Al
ot el g e e s Yy et U
“Shulh (penyetesat ik P N swand
wfident) chpar iilobaban o oviora b oo beculi
wifle g wempheavaamkan yamy halid aiow memehaakom pomg
faram: dan kaww saeslimine terikot dergane spurat-sparad yong
drberfobukon danvrs mereka tecwall guraw gy
mergharanntan yveg kakal araow menghalattan yarg kavam.
Hadis Nab¥ s.uw. riwayut ‘Abd ar-Razzay dari Abu Hemirah
r.0. dae Abo Sa'id al-Kbudr r.a.;

lj‘.' ali 5,',,‘ fL‘.l -
“Barawg  siapu pederiokon  peberpa  berrtabwkaniol
e,
Hadis Nabi saw. rwayat thn Maih dari Thou Umer ra.,
riwayat al-Thabrani doni labir ra., dan riwayst al-Hashagi dari
Abwe Huesérah ra.:

B PRIV PIT PR PR R
“Berikamloh spxah pakerio sebelom bortmgetn beeng ©
Hodis Nabi sow, riwayst jama'ah (al-Buklar, Muslioe, Abu
Dood, al-Nasi, Malik, dan ofDarimi yung sesmanyn
roenerima dari Abu Hursinh ra., fiwayat ab- Tinmizi, Tha Majah,
dan Ahmad yang ketiganys dari Abe Humirab ca. dan fha

Ul £ )
gl gl s

Hodis Nabi s.aw. riwayat al-Nasa'i, Abu Dawud. Tbe Majah,
Ahmad, [bou  Hibhan, al-Thabranl, daa  al-Hakim  yang
semuanya darl hapaknya* Ame hin al-Syurssd ra.:

Ay e 12 el
“Menundo-smnds  (pembayoran) yong difikukon ek orang
mampu oserghaololkon  horga dird dow powberden  sankd

[hewirs Syarfof Nosdonal - Mafelis {lawa frdowesia

i
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i Hodis Nabi s.aw. rowayst al-Bukhari dari al-No'man bin Basyir

re-
ab S O i e 2 iy saliy gl )t i3
. oty Ay ek e d e

“Eaphaw wselive ovang-ovang yary heriwon & didom saling
cintir kasile o dvfay basily seperdi sty fubuh Apahile kypvala
memgelnly (provimg) macka velurwly twbuh ok Séra tder dan
e,
§. Hadss Nobi s.ow. nwayas Muslim, al-Baihag daa Thon Hibbes
dexi Abu Sa'id ol Khodbsi ra:
e AN U Y o ey il b g
UsgN to o g i
“Barowgrsapa oy mvmpanr Aelebiboan bendarom - veknd
Tebihy it apa yomg  dipeciswkimrow  semdiel  hewdaklony
bersedekak demgan kelebihanmw ifw kepasks orang yang tidak
wenpunyal  kemdiraen  dan  berasgsiopa  yung  mesepar
Kefohihan hekal mokanan, moka hendablah hervedekaly kepoda
vy yang ook sl hedad mokirme apxi-aene.
k. Hadis Nabl saw. nwaya of-Bukhari dan Abu [aud dari Abu
Huemirah ra:
2 s Sl 33 1
“Nipxne g meningpalbon harta moka ity Doyl ablé warlena
e sugne seyo mesingaiban fomggeagan kelwomge, waka i
ok (aeiagal pemimpig.
1. Hadis Nabi s.eov, niwayatal-Bokhan dan Abu Huraireh raa.:
i s G 25 Lokt e B 0 e e kil gl
Ll Yo 33 1
Sapr (Repsduliok saw) fehih berfad are wess  Ssiom
davipady diri werekin sendiyf, stapwr seyia avang mukwin yang
warfiur Rewrradion  mesinguaiban fufmyg. mate saw (sehogad
peminyring Aorver membayormae. Daw siapr s (arams makwin
yamg waka) deamndion menimggaikon harta, maka ity bagd ol
wartseya
. Hidis Nabi s aw. riwayatal- Thabrses dari Salman ra-
iy sl i Gl O s B W B 43 ot
L SN Mo (s 5 25w Y 03 5 00 il
R

{hewam Syarfud Nedonaf - Majedls ¢ laosa fadowesia #"
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Meomperhatikan : |

“Ravwlwllah  raw  mompursh  kawl sk memelus Aowm
aveerfivain yong vy i herikim perm

mvreka  Kewdlon  Bellan  bersabdke: “Slapo sapa yang
mmmd&mhwmnm*aﬂuhmdﬂnwﬁwwhdmmn

¢ v aveasimeuthan Aatamg, wsakis i rreaylony S

e tomgpany  fawad  pemerintink sesdahdy  anrak

AR e o 3% Y e ool g st
Pk dasoemya,  segale ek sl diperivoleftan
becsall ada il pang mengharambormya way meniadotay
bedodeiumma *
P
“Segat mudharot (dakayar harus difdlangkon
“falwava (davar i Iarus divegok sehine muomgkin',
asiadly bih e b Uyl S8 s
“Kehijakan peamimpin oebadap rakpat hary ssengikurl kipxks

bemasiiaharaw fmasyarakar) .
A 3 a8 Al it 63 e

N muna terdapar demasiobalen, ) sang erdapar huksw
Aliak™

Pendapert Thn Quilsnaby, dadun Kitab Ai-Mughni, al-Riyodh; D
‘Alam ol-Kutub, 1997, JVIL b, 205-206:

ot 5 el o o B L e 0 5P R a3
-@x"ﬁ;&ﬁ«imgﬁsws-#-wqmd\m
“dbod  tokil fwekaiokl dodef dilakek drm

tunpa (mbalun Mol Ire fovema Nal raw pum*umbﬂm
Kepady Unaly wvrsk melatsamakan fevkuwan. fepada Unvak smeuk

mombeli bambing  bepvade Amr dan Abw Rafi dalow memeriome

permikatun, torpxe Jwbalon, hellau pun pernoh memgevus uara

peguwalmy ook menerioa sedekak  (akat) dan wemberiom

Lmbalan feposta mevoka ”

Keputusan Lembaga-Lembaga FRih Intersasional tentang -t min

ash-shilfy wi-hukwmi:

n Keputusinahk-Majos” sb-Fighi ol-lstami [ Rabithah ol-Abam al-
Tstatrsi e 1398 1, Hai“ah Kibor al-Uana s-Mambakeh al-

Divwan Sycaviah Nacsiomal - Mafedis [l Indonerka /‘,
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*Ambiysh as-Sa'udivah No. 51 tahum 1397 H, Majma® al-Figh
al-Tskar al-Daali |1 al-Ta"saun al-Blsni No. 29

srh pad 2l A8 b gl gt gl 19 ool sl 8

' sgadag gh ol

Babwu ahad pong sessl demgan Islaw selalok ehad aswrares!
yang didasarkan poda akad wharve' don i awen |

b, Rekomendasi seminar av-Tasyvi " @l Sslamd tahun 1972 & Libiz

il 3% Jy 51 5 1 G gt s s 04

e o i gl At e 28 3 3 e 3 i s e

sy 5D B aalias J) Ay paal sl sy Satadl

sl s gR ol gl O g g Yy ol g w2

B s L wed oy el s o et il

iy Uik AT caddt Zal uje LB Y

Kamwienan sorcdal Rarws diperinay swpuya sethap keluargn weraona

rerjumin karema ada wieg  menjiamin  pendapatarrya soar

Mmuw”wmnhb - sohab
Luai Aswrans) kerehurane dibolelkan

&WMMMMM“&M"MW
Hegity puda avaransd sostal sangar bermanfoar hagl wasyvrakor,
Cheonmya  bagi  negoramegara  miskin vy thdak  biva
wemberibow o Kesely Kepaddy  meryarakal  secura

ML

3. Keputusan  dan Rekoeendasl  tima”  Ulama  Komisi  Fatwa
so-Indonesin V. vang  disclenggarakan i Pomdok  Pesantren
ot-Taukidhivah, Clum, Tegal, Jawn Tengsh puwds tanggsd 19-22
Sya"bam 1436 W 7-10 Juni 2015 M;

4. Hawil Pertemuse anlars BPIS Keschatun, MUL Pemerinth, DISN,
dan OJK Sehobungan dengan Putssn dan Rekomendisi Tjima
Ulama Komisi Fotwa MUT s Indosesin tentang Penyelengparsan
Jaminan Keschatan Nesional oleh BPIS Keschitan, tertamggnl
4 Agustas 2015,

4, Pendapar Pescrse Rapat Pleno Dewun Syarioh Nasioval pada kari
Schusn teggnl 10 Rabs’ al-Awwal 1437 HJ 22 Desember 2015 M;

MEMUTUSKAN
Menctaphan : Famma temtang Vedoman Peayelenggarnan  Jaminan  Sostal
Kesehatan Syariak
Pertamn 1 Ketentuan Umum

Dhewaan Syuriah Nasfonl - Magells Ulam Indonesia }'
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Dalam fstwn ine yang dimaksud dengan:

1. Jarminas Sosial adalsh salah satu betuk perlindungan sosial week
menganin schurch rakyat agar dopa memenubl kebutulan dasar

.hidupnyamhy‘:

2. Penyelenggeruan  Jamiman  Sosial Kesehatan  odabh  cam
penyeleoggaraan pertindangse sosial & bidang kesehatan untok
moengunin seloarul rakoul agar dagat memenohi kehutuhan desir
Bidupnya yang layak di bidatg keschatan;

3. Badan Pewyclengparn Jaminan Sosial (BPS) adalah tadan hukum
yung dibentuk uniuk meny clonggarskan progrim jamiesn sossl.

4. BPJS-Kesehaton adnloh todan bukum yang dibontuk  untuk
menyelesggarskan progrum Jamisan soskal & bidang keschatan:

5. Pesertaeindividu adslal sctisp oemng yang membsyar fuman, haik
membayar sendiri, dibmuarkan sebagian oo seloruhnya ool
pemberi kene, stacpen dhayarkan oleh Negaen, guna mengikuti
program jaminen sosssl kescholan sesosi peraturun perundaeg-
undangan yang berlaku;

6, Pesena-Kolektlf  afaloh  kescluuhan  Pesera  Individe  vang
terhimpun dalmm humpulon peseria jaminee sosinl kesehita

. mm:&lﬂmwmmmm

membavar gaol, uped, atun infalan dabam benmuk lalnosyo;

£, Pekera adolah setiap cenng yang bekeda dengan mencroma gail,
upay atu imbalan dadam bentuk lain:

9. Dana Jaminas Sosinl (1JS) adalsh duns amanat milik  Peseria.
Kaolektif yang  merupeban  himpunsn  suman  hesertn  hasil
pengenbangeesyas danatin berasal dad sumber lalnoyo  yang
dikeloly oleh BPFS Keschutan votuk pembuyarss munfit bagl
poseria-Individe dan biasn operssional penyclesggarsin program
Jaminan Soszal Keschalmn;

10, Jamn adalah sejumbah wang yang dibayar secara femtur olch

11, Bantum luenn adalad juran yang dibayae oleh Penserintah hagl fakir
miskin dom arng bk s setogni Pesorta progren Jiminan
Sosal;

12 Maafaat adelah facdeh jamisan sosial yang menjodi hak peserta
daey'atau seggons Keluargunysx,

13. Fasilitas Keschotss (Fiskes) aduloh fwsilites pelayanase keschatm
vang digesokan wntuk  mesyelenggearakan  upaya  pelayanan
keschsean pesorangan, baik proemotlf, peeventif, kuratsf musupun
rehabilitatif yeng dilakukan Peverintah atau masy nmka;

Devwvme Svarfuk Nasionaf - Matelis Ulans fndowesia j“



98 Pertoman Pevavlerggaron Juminim Sosiol Kesehavan Syriah 9

Kedua

Ketige

.

15.

6.

Pemerintah adalah Pemerintah Repoblik Indonesia schagstinmana

dimuksud dalam Persturan Perundang-undangan:
Prinsip svariuh  ndalah & 13 wat starun yung
sordapat dalam Eatwa DSN-MUT

Akiad hitah ndalah pemberian sejumiah dans dari Peserta-Individu
Aepada Peserta-Kolekiif, dan Pemeringah kepads Peserima Bantusey
lurse (PBI), danfatan darl Pemerintah kepads BPJS Keschatn
sebugal wakil Persortn Kolektif wetuk  menanggulangi  Dans
Jansinan Sosial Keschatan yang bernikoi sogatif;

. Aknd gaveth adolah pinjasan dani BPJS Keschaan kepada Pesena

Kotekilf untuk mesanygulangi kesalian likuldins D Junine
Sosial Keschutan atau pinjaman dael pemeriotsh kepods Peserta
Kolektif unfuk mesanggulangi besulitan likuiditas Dass Jaenine
khusus;

cAkid o owadhar adalah akad ussba untam BPJS  Kesehssan

schagai wakil Peserta Kolehnil' dengan Pilak  ketigs  unik
mengembaogkan Dana Jaminan Sosal Kesebatan;

. Aksd fvah adaloh shad antum BPJS Keschatan sebagai wakil

Peseris  Kolekuf' dengan Faskes wotuk melakuksa pefaynnan
Kesebatan,
Akt Wakaloh atm Wokaloh & ai-Ujrak pdslah akad antara
PeseraKolekeif  dengan  BPJS  Kesch untuk  kegistan
odministrasi dem kegistan lainnya sesusi dengas peinsip-prinsip
syarial

. Akad Kafaloh sdalub skad antars BPJS Kesvhaton desgan Peserta

Kolektif wntok menanggulsegi Duna Juminon Sosial Kesehatan
yang bernilai nogatifo

27 Zwlm adadah sesmte yeng  mengaodung wesar  ketldakadilan,

b2 8

ketidokseimbargun, dee merugikin pilsk lsn; don

Lalas adolsh meninggalkan perbuntan yung barusnyn dilakukm
(Ufrathia ‘addl), amas melskukan perbustan yang seharusnya tidak
dilakuksn (rafrich apshir).

1 Ketentwan Hokem
Penyclengiraan Juntnss Sasial Kesehuan boleh difakukan dengan

mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Gitwa mi,
1 Ketentuan Akad dam Persunalin Hukum

Alad untorn Peserss-Individu  dengan Peserta-Kolektif  yang
diveakili BPSS Keschutun adalah nkad hihah dalam mngks safing
menolung sesama pesertn {4 @wun
Akt antara Pesoerintah dengss Pe Individu sehagni Peserima
Banmwsen Twran (PB1) adalah akad hikeh, yang duserstnccimakan
kopauln BPJS Kesehitm sebagsi wokil duri Peserta-Kokekiil,

/
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3. Akad ontem Peserta-Kolektif dongan BPJS Kesebatun adsish akad
winkalah atwa aknd wakaloh bil ujrds:

4. Akad wakalsh azsu wakaloh bél wrah sebag; dimaksud pada
ungkn * dapat mencakup pemberian kusss weuk:

* n. Keginton admimistrasi;
b Pongelolun portofolio risiko;
¢ InvestasiPoogembangan DJS;
L8 mmmmmsnsul-‘mxm
e M (L)

5 Aknd umn BPIS Keschatun dengan pilak aln dadam rangka

Daou Jumi Sosiad - Keseh wdadah akwd

mamuﬂnv haik dalam bestuk jesl-beli, Gamb, msaupun akd
yang berbasis bagi hasil:

6. Akad antars Pemerintah dengsn BPIS Keschian sebagsi wakil
Persers Kaleksif adalsh akad hibah untuk menunggolargi Dana
Jamizan Sesial Keschatan yang bemilal segmifl saw okad qard
upaldls pemerinab belum mesilikl anggaran Khusus,

7. Akwd ot BPIS Keschatan dengan Pesertn-Koleht [ sfalah okt
bafoiodr wou akisd gandh untuk menmmggolegs Dans Jaminmes
Sasial Keschatan yang bernilal negif;

8. Akad sotarn BPJS Kescbatan dengmn Peserta-Kolekiif adulsh okad
taiah waw akad gard untek mennngpulang kesufitn fkuiditss
msset Duna Jaminan Sosial Keschater

9, Akad antara Pemerinioh dengan BPJS Keschatan sebagai wukil
pescrto-Kodeknil adalah akod kalidah atu gewad dolem bal BPIS
Keschatan  (hiak  dupat  memberikan  wlaogan, s dapat
memberikan  inlaegan  nsenan  Gdek mencukopi uniok
menanggafangs kesulite likuidstss aset Dana Jaminan Kesehatan,

10. Akad antara BPIS Keschatun dengan Faskes adalah nkad arsh.

Keempat s Ketentuus terkalt lurus dan Layusan
1. BPJS Keschatan hanss memberikan kemudaban bagi semes peserta
BPIS & selwruh wilayah Indonesia seauk Sapirtkan peliyassm

yang balk sesuai desgan hak meseka;

1

BPJS Keschatan sebagas wakil Peserta-Kolektif wajib memberikan
h&nndm]dukqﬂn?umhﬂlvﬁhmh]mm
dans atay fasilis  kesch yang
ditanggung  Genls I-ymn. llnskn laynnas,  tensgn  medis,

pemmjang Jgnostik, obat, benmuk-bestuk templ, dan by n-bisya

Inmhsehmlmya).
3 BRIS  Koschat  webags  wokil  Pesens-Kolektlf  wajib
bertunggungjuwab untuk mengupsyukan agir b pemk

D Syariah Nasiand - Mayelis Llama fndonesha *
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imbalm dan membayanya kepads faslitas Rayaman kesobatan
(Faskes) melatui sisserm yang odil dan transparan:

4. BPJS Keshatan wajib monarsikan kewajibanmya dengan baik
kepods Faskes scsuai pesjanjian:

5. Fuskes wajib memberikin faysman heschatan keyodn Pesera-
Individu sesisai privsip-prissip syanah sertn permuran peresdang-
undangan yeog berlaku: wajib menclong pesken dan Glamng
menolk dan/mas mengohatkanoyn;

6. FaskesRumah Sakit wajib membenkan imbal jasa yang bersal
dari BPJS Keschatan kepada pom dokier den pummedik sera
semen unsur di dalam Faskes sesual dengan peinssp keadilan dan
peinsap-pelnsip syariah sera peratienn perundsog-undangan yang
berlsks

Kelioea i Ketentuan torfoeit Dans Jaminas Sosial Hernikai Negatif

1. Pemerimah wujlb menghibahkan dans unmsk menunsgs segsell’
nIs;

3. Dalam hal pemeriotabh  belum meoghihabkan  dasa  untk
mencukupd DIS yung bemilsl negatif, moka BPJS Keschatan wajib
memberiian dans alangn kepads 1S desgan menggunakan akad
gurae st Aghalah

Keenam s Ketentusn terkait Keswlitsn Likaiditas Aset Dana Jaminan Sosisf

1, BPIS Keschatan dapat memberikan langan berdssackan whad
Kalilih mas  gardh Kepsts asct DIS uniuh  memsoggulang
kesulitan likaiditss;

2. Dalam bl BPJS Keschaton tidak dispat memberikan talangae, atau
dspat memberikun  talangan  namun tdak  mencukupi  untuk
menanggulangi kesulitan fikuidites nset Duns Jamisan Keschatan,
pesocrintah dapat memberikan talungan berdesarkan akad kafalah
s gondhy,

Ketujuh : Ketentuas terkait Pencmpatas dan Pesgembaagan DJS

I, BPJS Keschatan warlb memilikl rekening penampungin 1JS pada
tank syurish;

2. DBPIS Kesehatan scbugai wakil Pescrta-Koloktif wajib mefakukan
pengelolass portofolio DIS sesusi dengan prinsip-prmsip syanah;

3. BPSS Keschaun schagsi wokil Peserta-Kolektif tidak  balen
mesgembungkan DIS poda kegiman usaha dan‘stas traseakst
Keuangan yang bentenunpas dengees privsip-priesip sysriah; dan

Lxewin Syariok Nasionad « Mapells Ul fecoresta j“
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4 BPJS Keschatan schagni wakil Peserta-Kolektif dalam wpaya
meanh-dmﬂﬁ“mmumimnkquﬂynm
peinsip-peinsip syariah.

Kedelagan © Ketomtunn terkait Samkod
L. BPIS Keschutin boleh moengenskian sanksd (e 2ir) Kepads Pemberi

Kerja atats Peserta-Individa dengan ketentuun berikue:

0 Apabils Pomberi Kera atmi  Pesenu-lndividu  terlasbat
membayar luran karena lalal,  maka holeh dkenakan sanksi
(a2

b. Apabila pemberi Kea stan  Peseonindivido  terbambot
membayar jumn karena sehab yang benar menurat syarinh dan
hukum (misal Lucoa kendals scknis opermsional, kesulitan
kewangan vang sangs atau karena etidaktahuan), makn BPJS
Keschatan tdak bodeh mengemakin saks);

© Tingkstan beral atax ringannya sanksi  ('zir)  dapat
diberdakukmn  sepodan dengas jenis  dan Gingkatn

Ao Do saokst (e wied wagib dikumeissikan ke dalam Do
Joeminan Sosial;
2. BPSS Kesehatan boleh dikennkan sinksd {#a zir) karena terlambet
dalam pemboysran  imbalon kepexds Faskes sesml milas syariah
seria pesnturan perundangundengan yang berlaba; dan

5. Duna snks (frzir) schagnimana peds sngha 2 di sas wajlh
dipengunakan uneak Dunag Sossal,

Kesembikan : Penyelesainn Perscliviban

Kesepuluh ¢ Ketentuan Penutup
Fotwa ini berlku scjak tanggal ditetaphan, dan akan dishah serts
dissmpursaksn sehagnimam mestinya jikn di kemodizo han temynta
terdagat kekedinun,

Diewa Syaviah Nashonal - Mafedis Ulawa fndomesia XV
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II. HUKUM ASURANSI BP]S

Deskripsi :

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-
Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang
ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan bersama BP]S Ketenagakerjaan (dahulu
bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam
kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan
pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai
beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS
Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan
sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola
oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesual UU No. M4
Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi
BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014,

Adapun azas asuransi BP]S adalah kemanusiaan, manfaat
dan keadilan sosial bagl seluruh rakvat Indonesia. Dengan
prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dan dana amanal.
Dan program-programnya, meliputi : jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan
kematian.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah
berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi
anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan
wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan
orang atau keluarga yang tidak bekerjfa pada perusahaan wajib

~115-




~Badtont Wasail ast Diniuyad ol g syped BT

mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap
peserta BPJS akan ditarik iuran yang besamya ditentukan
kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung
pemerintah melalui program Bantuan luran.

Adapuniuran pesertayang bukan pekenja adalah sebesar: Rp.25.500,
Rp A2.500, dan Rp 59500 sesuai dengan kelasnya masing- masing,

Adapun bagi anggota yang terlambal membayar iuran, maka:
Keterlambatan pembayaran luran untuk Pekerja Penerima Upah
dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan
dari total luran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3
(tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang
tertunggak oleh Pemberi Kerja.

BP]S berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk
investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan
untuk pengembangan asel, tentunya dengan ketentuan yang
disepakati. Instrumen investasi dana dialokasikan di berbagai lini,
diantaranya : saham di bursa efek, real estate, tanah, bangunan
dan alokasi investasi lainya.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum setoran BPJS di bank konvensional ?

2. Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BP]S sesuai
dengan syariah Islam?

3. Bolehkah pemerintah mewajibkan keikutsertaan rakyatl pada
program BPJS ?

4. Apakah boleh pemerintah menerapkan denda kepada peserta
atas keterlambatan membayar uran yang di sepakati ?

5. Bagaimana hukum investasi dana vang dilakukan oleh BPJS di
berbagai sektor ?

~116~
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Jawaban :

L

&~

Selama Ini dana BP]S disetorkan di bank konvensional,
dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung
Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah
diputuskan bahwa menurut NU hukum bank konvensional
adalah khilaf : halal, mubah, syubhat.

BPJS sesuai dengan svanat islam dan masuk dalam agad
ta'awun

Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga negara
mengikuli program BPJS, dengan catatan bagi yang miskin
biaya ditanggung oleh pemerintah.

Boleh bagi yang mampu membayar

Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi memenuhi
kebutuhan dana kesehatan, namun jika investasi pada sektor

vang jelas haramnya atau masih diragukan kehalalannya maka
hukumnya haram.

Referensi :
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